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ABSTRAK

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menelaan dan menganalisis pengaruh keadilan, literasi dan

kepuasan hidup terhadap moralitas pajak. Penelitian ini menggunakan 200 sampel waj

ib

pajak di Indonesia. Sampel diperoleh melalui tekhnik confenience sampling, data diperoleh

melalui penyebaran kuisioner menggunakan Google-Form. Pengolaan data menggunakan

SmartPLS versi 4. Hasil Penelitian menunjukan bahwa keadilan, kepuasan hidup, literasi

berdampak positif untuk meningkatkan moralitas pajak. Hasil penelitian ini juga

menunjukan usia tidak memoderasi pengaruh kepuasan hidup terhadap moralitas pajak,

namun tingkat pendidikan memperkuat pengaruh kepuasan hidup terhadap moralitas pajak.

Tingkat pendidikan justru menurunkan pengaruh literasi perpajakan pada moralitas pajak.

Kata kunci — Moralitas pajak, keadilan, literasi, kepuasan hidup, usia, tingkat

pendidikan

Abstract

This study was conducted to examine and analyze the influence of fairness, literacy, and
life satisfaction on tax moral. This study used a sample of 200 taxpayers in Indonesia.
The sample was obtained through convenience sampling techniques, and data were
obtained through questionnaires distributed using Google Forms. Data processing used
SmartPLS version 4. The results of the study indicate that fairness, life satisfaction, and
literacy have a positive impact on increasing tax moral. The results also show that age
does not moderate the effect of life satisfaction on tax moral, but education level
strengthens the effect of life satisfaction on tax moral. Education level actually reduces

the effect of tax literacy on tax moral.

Keywords — Tax moral, fairness, literacy, life satisfaction, age, education leve
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penghasilan terbesar bagi negara. Pajak
digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan
dan kepentingan nasional. Sebagai sumber pendapatan pemerintah, pajak
digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan negara. Tidak semua
masyarakat Indonesia mempunyai kesadaran akan pajak, meskipun dengan
membayar pajak akan memberikan pemasukan besar bagi negara untuk
membangun fasilitas negara demi kepentingan masyarakat. Banyak kalangan
yang justru tidak taat pajak dengan menghindari pajak, baik dilakukan secara
legal dengan memanfaatkan celah peraturan perundang-undangan tentang pajak
maupun dengan cara illegal dan membuat manipulasi agar pajaknya rendah.
Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 pengertian pajak
adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dikutip  dari  website  Direktorat  Jenderal  Pajak  (https://
www.djkn.kemenkeu.go.id), pendapatan negara dalam instrumen APBN
didominasi oleh penerimaan perpajakan. Dikutip dari website tempo
(https://www.tempo.co) total penerimaan negara pada tahun 2024 berdasarkan
APBN diestimasi sejumlah 2.802,3 triliun rupiah. Dikutip dari website
goodstats (https://data.goodstats.id/) dari total penerimaan tersebut, 82,4
persennya diperoleh melalui pendapatan pajak. Prosentase tersebut saat
dikonversi dalam rupiah menjadi sejumlah 2.309,9 triliun rupiah. Tingginya
prosentase pajak pada susunan APBN menjadikan pencapaian target
penerimaan pajak menjadi hal yang krusial untuk dapat memenuhi anggaran

pembiayaan negara yang mengusung format anggaran ketat (tight budget).



Moralitas pajak merupakan bidang yang sangat menarik bagi para pembuat
kebijakan, karena moralitas pajak dan kepatuhan pajak memiliki hubungan
yang sangat erat. Pemerintah di seluruh dunia telah melakukan upaya bersama
untuk mengatasi rendahnya moralitas pajak ketika negara-negara menutup
celah pajak (OECD, 2015).

Moralitas pajak merupakan perasaan yang mengacu pada keinginan dan
kesadaran wajib pajak atas kewajibannya dalam membayar pajak. Moralitas
pajak berasal dari dalam diri seseorang, keinginan untuk berkontribusi bagi
pendapatan negara.

Moralitas pajak atau yang dimaksudkan yaitu semangat dalam pajak sangat
berkaitan erat dengan kepatuhan pajak. Moralitas pajak mengacu pada motivasi
intrinsik untuk mematuhi pembayaran pajak agar secara sukarela berkontribusi
dalam penyediaan barang publik. Ketika wajib pajak memiliki moralitas pajak
yang baik, maka tingkat kepatuhan pajak pun tinggi, yang pada akhirnya
menyebabkan penerimaan pajak semakin optimal dan dapat menimbulkan
kepatuhan pajak.

Menurut Luttmer & Singhal (2014), moralitas pajak adalah motivasi dasar
non ekonomi serta faktor-faktor bekerja dalam mekanisme kepatuhan
membayar pajak melalui seperangkat motivasi dasar. Motivasi dasar tersebut
adalah :

1. Motivasi intrinsik, yaitu kepuasan pribadi seperti merasa bangga ketika
wajib pajak patuh dan rasa malu dan bersalah ketika tidak patuh.

2. Motivasi timbal balik, yaitu suatu hubungan warga negara dan pemerintah,
misalnya kemauan membayar akibat penggunaan pelayanan public.

3. Pengaruh teman dan masyarakat, yaitu bagaimana pendapat orang lain

(lingkungan sosial) mempengaruhi perilaku perpajakan.

4. Jangka panjang faktor budaya, yaitu nilai-nilai yang tertanam dalam
lingkungan secara turun-temurun.

5. Informasi yang tidak lengkap, seperti mengenai probabilitas audit.

Moralitas pajak sangat erat kaitannya dengan attitude seorang individu.

Moral dan attitude mempunyai arti yang sama dengan adab, sehingga tidak



dapat dipisahkan. Pada dasarnya moralitas ditentukan oleh attitude. Moralitas
adalah tentang memahami apa yang baik dan apa yang tidak baik. Attitude
adalah tentang orang-orang yang bertindak sesuai dengan moralitas mereka.
Attitude juga diartikan sebagai filsafat morale yang mengatur bagaimana
individu harus berperilaku. Sehingga untuk membangun morale yang baik,

individu juga harus memiliki attitude yang baik

Teori sikap dan perilaku (theory of attitude and behavior) dikembangkan
oleh Triandis (1980) disebutkan bahwa perilaku seseorang merupakan ekspresi
keinginan dan minatnya, yang dipengaruhi oleh sikap, aturan sosial, kebiasaan,

dan konsekuensi yang ada.

Dalam penelitian ini pengaruh keadilan, literasi dan kepuasan hidup
terhadap moralitas pajak di kontrol oleh variabel usia dan tingkat pendidikan
atau tingkat pendidikan.

Keadilan, Persepsi keadilan yang baik akan mendorong Wajib Pajak untuk
patuh. Dimensi Keadilan Pajak merupakan salah satu variabel kunci yang
mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak (Richardson dan Sawyer, 1986).
Pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka
menganggap sistem pajak tidak adil. Ketika wajib pajak mengetahui bahwa ada
beberapa orang yang penghasilannya lebih besar namun pajak yang dibayarkan
lebih kecil dapat membuat wajib pajak merasa tidak adil, dengan rasa tidak adil
itu menyebabkan ketidakpatuhan pajak. Situasi yang menyebabkan ketidak
adilan yang dirasakan oleh wajib pajak tersebut dapat mengurangi bahkan
menghilangkan moralitas pajak pada diri wajib pajak. Hal tersebut
menggambarkan bahwa presepsi keadilan dapat memberikan framing positif
terhadap wajib pajak untuk memiliki moral perpajakan sehingga wajib pajak
semanngat membayar pajak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), literasi diartikan sebagai
kemampuan menulis dan membaca, pengetahuan dan keterampilan dalam suatu
bidang atau kegiatan tertentu, serta kemampuan mengolah informasi dan
pengetahuan (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Konsep dan
praktik literasi perpajakan pada hakikatnya sejalan dengan program pendidikan



kesadaran perpajakan yang dicanangkan oleh Direktur Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sehingga wajib pajak dapat
memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan
melalui literasi perpajakan dan membangun kesadaran perpajakan dan
kepatuhan perpajakan (Ibda dan Ahmadi, 2019).

Bentuk literasi perpajakan antara lain pengetahuan dan pemahaman
mengenai tarif pajak, sanksi pajak, kepemilikan NPWP, perhitungan pajak yang
benar, pengajuan SPT, pembayaran pajak yang belum dibayar, lokasi
pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Amanda
et al., 2024). Perubahan sistem perpajakan yang sering terjadi menjadi salah
satu penyebab ketidaktaatan wajib pajak karena membingungkan sebagian
wajib pajak sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakpahaman
(Wiyarni et al., 2018).

Kepuasan hidup adalah bagaimana seseorang mengevaluasi kualitas
kehidupannya yang dapat dilihat dari beberapa domain mulai dari diri sendiri,
keluarga, teman-teman, lingkungan tempat tinggal, dan sekolah (Fadilah et al.,
2018). Hasil penelitian yang menyatakan bahwa kepuasan hidup berkorelasi
dengan emosi positif, emosi negatif, dan depresi (Durak et al., 2010). Ketika
seseorang merasa puas dengan kehidupan yang dilakukan maka akan
membentuk moralitas pajak yang positif yang dapat menyebabkan seseorang
taat atas pajak. Kombinasi kepuasan hidup yang lebih tinggi dan kepercayaan
yang lebih besar terhadap pemerintah merupakan katalis bagi moral perpajakan.
Sebaliknya, orang-orang yang mengekspresikan individualisme (idiosentrisme)
cenderung membenarkan kecurangan pajak, yang pada gilirannya menghalangi
pengaruh positif kepuasan hidup terhadap moral pajak. Beberapa penelitian
mengungkapkan bahwa semakin maju suatu negara maka semakin transparasi
masyarakat terhadap pajak.

Kepuasan hidup dapat dipengaruhi oleh usia dan tingkat pendidikan.
Semakin bertambahnya usia akan mempengaruhi kepuasan hidup individu.
Begitu juga dengan tingkat pendidikan, semakin tingkat akademik atau tingkat
individu mengemban ilmu maka kepuasan hidup yang dirasakan individu akan

bertambah. Kepuasan hidup akan semakin besar ketika seseorang semakin



dewasa dan memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan tingkat
kepuasan hidup yang tinggi maka seseorang dapat melaksanakan kewajibannya
sebagai wajib pajak dengan membayar pajak.

Moralitas pajak sangat penting dimiliki karena dengan moral yang baik
dapat menumbuhkan kesadaran dari dalam diri individu untuk membayar
kewajibannya sebagai wajib pajak. Kepatuhan pajak merupakan kesadaran
wajib pajak sehingga penting sekali wajib pajak untuk membentuk moralitas
pajak dalam diri wajib pajak. Individu yang memiliki moralitas pajak dapat
dengan sukarela membayar kewajiban pajaknya, sehingga pemerintah tidak
bersusah payah menertibkan pajak di Indonesia. Dengan tertibnya pajak di
Indonesia, sumber pendapatan terbesar negara dapat dipungut sesuai targetnya
sehingga pembangunan dan penataan negara dapat lebih baik lagi

Kurangnya moralitas pajak di Indonesia akan berdampak buruk di
Indonesia, kepatuhan pajak yang terdeteksi saja belum mencapai angka 90%,
sedangkan di Indonesia banyak pihak yang melakukan praktik pajak baik secara
legal maupun illegal yang tidak dapat dideteksi oleh pemerintah mengingat
banyaknya wajib pajak dan terbatasnya petugas pajak. Dengan tidak adanya
moralitas pajak dalam diri wajib pajak mempengaruhi kurangnya pendapatan
negara dan memberikan dampak bagi pembangunan dan penataan negara.

Penelitian terkait moralitas pajak masih minim dilakukan di Indonesia
sehingga literasi mengenai moralitas pajak belum secara luas dipahami oleh
masyarakat Indonesia, dalam hal ini wajib pajak. Salah satu riset yang
mengangkat topik moralitas pajak adalah penelitian yang dilakukan oleh
Alexander dan Balavac-Orlic pada tahun 2022) di Amerika dan Inggris.
Penelitiannya berjudul Tax morale: Framing and Fainess dengan objek
penelitian pegawai sektor publik atau pegawai pemerintah.

Penelitian ini mengangkat topik yang sama dengan lingkup studi di
Indonesia untuk menangkap kemungkinan terjadinya kontingensi pengaruh.
Hal tersebut telah diungkapkan oleh peneliti yang bersangkutan bahwa
penelitian di lokasi lain dibutuhkan untuk menguji ketahanan (robustness)

sekaligus menganalisis potensi perbedaan temuan. Kontingensi sendiri sangat



memungkinkan untuk terjadi dimana bisa jadi terdapat perbedaan temuan antara
dua objek (konteks) yang berbeda (Csaszar dan Ostler, 2020).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat diuraikan rumusan

masalah sebagai berikut :

o o w >

Apakah keadilan berpengaruh terhadap moralitas pajak?

Apakah literasi berpengaruh terhadap moralitas pajak?

Apakah tingkat kepuasan hidup berpengaruh terhadap moralitas pajak?
Apakah Usia dapat memperkuat pengaruh tingkat kepuasan hidup yang
akan berpengaruh terhadap moralitas pajak?

Apakah tingkat pendidikan dapat memperkuat pengaruh tingkat kepuasan
hidup yang akan berpengaruh terhadap moralitas pajak?

Apakah tingkat pendidikan dapat memperkuat pengaruh literasi terhadap

moralitas pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

A.

Untuk menelaah dan menganalisis pengaruh keadilan terhadap moralitas
pajak.

Untuk menelaah dan menganalisis pengaruh literasi terhadap moralitas
pajak.

Untuk menelaah dan menganalisis pengaruh kepuasan hidup terhadap
moralitas pajak.

Untuk menelaah dan menganalisis pengaruh usia terhadap tingkat kepuasan
hidup yang akan berpengaruh terhadap moralitas pajak.

Untuk menelaah dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap
tingkat kepuasan hidup yang akan berpengaruh terhadap moralitas pajak.
Untuk menelaah dan menganalisis penharuh tingkat pendidikan terhadap
literasi yang akan berpengarub terhadap moralitas pajak.



1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada

beberapa pihak sebagai berikut:

A. Bagi Peneliti Selanjutnya dan Akademisi: Penelitian ini diharapkan dapat
memberi sumbangan model teoritik bagi peneliti yang ingin meneliti terkait
moralitas pajak mauapun karateristik yang dapat mempengaruhi moralitas

pajak.

B. Bagi Objek Penelitian : Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi
referensi tantang pentingnya moralitas pajak dan mempelajari bagaimana

membentuk moralitas pajak yang baik untuk menjadi wajib pajak.

C. Bagi Pemerintah : Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi
untuk mengatahui karateristik yang perlu bentuk atau tingkatkan dari wajib
pajak agar kepatuhan wajib bajak semakin meningkat dan semakin

bertambahnya pendapatan negara.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Penelitian ini mengadopsi model Teori Sikap dan Perilaku (Theory of
Attitude and Behavior), teori ini mempelajari bagaimana mengenali sikap dan
perilaku seseorang Ilmu ini juga mempelajari bagaimana orang mengubah sikapnya

untuk mengakomodasi perilakunya.
2.1.1. Teori Sikap dan Perilaku (Theory of Attitude and Behavior)

Sikap mengacu pada perasaan, keyakinan, dan reaksi seseorang terhadap
suatu peristiwa, fenomena, objek, atau orang. Sikap bukanlah kualitas bawaan
manusia, sifat dapat dipelajari dan hal yang dapat diubah. Sikap bisa implisit atau
eksplisit, sadar atau tidak sadar, rasional atau irasional, ekstroversi atau introversi.
Sikap adalah evaluasi yang dilakukan orang terhadap objek, ide, peristiwa, atau

orang lain. Sikap dapat berupa sifat positif atau negatif.

Teori sikap dan perilaku dikembangkan oleh Triandis (1980) yang
menyatakan bahwa perilaku seseorang merupakan ekspresi keinginan dan
kepentingannya serta dipengaruhi oleh sikap, aturan sosial, kebiasaan, dan akibat
yang ada. Sikap mewakili keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu aturan
sosial adalah cara orang berpikir tentang apa yang ingin mereka lakukan kebiasaan
mengacu pada rutinitas yang biasanya diikuti seseorang.

Model perilaku interpersonal yang lebih komprehensif oleh Triandis (1980)
menjelaskan bahwa faktor sosial, emosi, dan konsekuensi yang dirasakan dapat
mempengaruhi tujuan perilaku dan selanjutnya akan mempengaruhi perilaku
seseorang. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa perilaku tersebut terjadi apabila
kondisi lingkungan menghalanginya. Moralitas pajak yaitu sikap yang muncul dari
kesadaran Wajib Pajak yang dapat dipengaruhi oleh sikap, aturan sosial, kebiasaan,
dan akibat yang ada. Dalam penelitian ini variabel independent keadilan, literasi dan
kepuasan hidup sangat bersinambungan dengan teori sikap dan perilaku.



2.1.2. Moralitas pajak

Moralitas pajak merupakan motivasi non-ekonomi yang mendasar dan
merupakan faktor yang mempengaruhi mekanisme kepatuhan pajak melalui
beberapa motivasi mendasar Motivasi dasar tersebut adalah (1) motivasi intrinsik,
atau kepuasan pribadi seperti, perasaan bangga ketika menjadi wajib pajak yang
patuh, atau sebaliknya perasaan malu dan bersalah ketika gagal mematuhi
kewajiban perpajakan; (2) adanya hubungan timbal balik antara warga negara
dengan pemerintahnya, seperti kemauan dan kemauan membayar; (3) pengaruh
teman dan masyarakat, yaitu bagaimana pendapat orang lain (lingkungan sosial)
mempengaruhi perilaku perpajakan; dan (4) faktor budaya jangka panjang, yaitu
pengaruh nilai-nilai yang tertanam dalam sosial, lingkungan generasi, dan (5) tidak

lengkap informasi seperti probabilitas audit (Luttmer dan Singhal, 2014).

Moralitas pajak yaitu karakter yang muncul secara intrinsik dalam
memenuhi kewajiban pajak terutang yang timbul dari kesadaran wajib pajak yang
berpikir bahwa penerimaan pajak akan sangat berkontribusi untuk kesejahteraan
masyarakat (Cummings et al., 2009). Moralitas pajak tidak mengukur perilaku
individu, melainkan sikap dan cara pandang individu. Cara pandang individu yang
dimaksud dapat dilihat sebagai kewajiban moral untuk membayar pajak, individu
memiliki keyakinan bahwa dengan membayar pajak dapat berkontribusi kepada

masyarakat.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berhubungan dengan Pengaruh Keadilan, Literasi Dan
Kepuasan Hidup terhadap Moralitas pajak belum banyak dilakukan. Berikut
beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian ini

diuraikan pada tabel berikut :



Tabel 2.1. Penelitian terdahulu

No. Judul dan Variabel Penelitian Populasi Kesimpulan
Peneliti
1. Life Variabel dependen: World Value | Masyarakat yang lebih puas
satisfaction Survey (WVS) dengan kehidupannya
and moralitas | ¢  Moralitas pajake menunjukkan semangat
pajake: The pajak yang lebih tinggi.
role of trustin | Variabel independent:
government
and cultural e Life Satisfaction
orientation
. e Confidence in
(Ciziceno & Government
Pizzuto, 2022)
e Cultural
Orientation
1. Moralitas Variabel dependen: Pegawai  sektor | Persepsi keadilan sistem
pajake: Moralitas pajake publik dan swasta | perpajakan meningkatkan
Framing and di Amerika dan | Moralitas pajak ketika
fairness Variabel independent: | Inggris. (Financial and tax literacy)
FTL tinggi, sedangkan
(Alexander & | o  Framing persepsi keadilan tidak
Balavac-Orlic, phenomenon berpengaruh terhadap
2022) moralitas pajak bagi
e Fairness and responden dengan tingkat
moralitas pajake financial tax literacy (FTL)
lebih rendah.
e  Financial and/or
tax literacy and
moralitas pajake
3. Tax Literacy Variabel dependen: Negara Krosia Literasi pajak berpengaruh
As An terhadap meningkatnya
Instrument Of | Tax System morale dan kepatuhan pajak
Combating Complexity, Low
And Moralitas pajake And
Overcoming Tax Non-Compliance
Tax System
Complexity, Variabel independent:
Low Moralitas
pajake And Tax Literacy
Tax Non-
Compliance
(Cvrlje, 2015)
4. | Life Variabel dependen: Karyawan, e Kepuasan hidup yang
Satisfaction pelajar, ibu rumah lebih tinggi dapat
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Satisfaction

No. Judul dan Variabel Penelitian Populasi Kesimpulan
Peneliti

and Moralitas | Moralitas pajak tangga, meningkatkan proporsi
pajake in pengangguran dan individu yang
Azerbaijan: Variabel independent: | pensiunan di melaporkan morale
Mediating Azerbaijan pajak tertinggi di
Role of Life Satisfaction Azerbaijan
Institutional
Trust and Variabel Mediasi Ada efek mediasi positif
Financial

dari kepuasan hidup

Satisfaction
and Moralitas
pajake:

The
Perspective of
Different
Profession in
Indonesia

(Tjondro,
2018)

Moralitas pajak
Variabel independent:

e Individual
Satisfaction

e Trust
Government
Agency

e Democratic
System

o Religious
Commitment

e  Perception Others

bekerja  sebagai
konsultan  pajak
dan kontraktor di
Indonesia.

e Trust terhadap morale pajak
(Nadi ) melalui kepuasan
adirov € Lo finansial dan
al., 2021a) * Financial kepercayaan
Satisfaction
kelembagaan
5. Individual Variabel dependen: Wajib pajak yang Persepsi morale pajak

dari sudut pandang
konsultan pajak lebih
dominan dipengaruhi
oleh kepuasan individu
dan sistem demokrasi,
sedangkan dari sudut
pandang pengusaha
konstruksi faktor
komitmen agama dan
sistem demokrasi
cenderung lebih
dominan.

Sistem demokrasi
terbukti mempengaruhi
morale pajak dengan
tingkat pengaruh
sedang, baik dari
persepsi konsultan pajak
maupun kontraktor

Beberapa dari penelitian terdahulu yang disampaikan di dalam tabel diatas

telah meneliti pengaruh keadilan, literasi dan kepuasan hidup terhadap moralitas

pajak. Penelitian ini menelaah tentang pengaruh keadlilan, literasi dan tingkat

kepuasan hidup terhadap moralitas pajak masyarakat Indonesia. Dalam penelitian

ini, usia dan tingkat pendidika akan diuji apakah kedua variabel tersebut

memperkuat atau memperlemah pengarus tingkat kepuasan hidup terhadap

moralitas pajak.
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Variabel yang di uji dalam penelitian ini adalah keadilan, literasi dan tingkat
kepuasan hidup. Variabel keadilan diteliti karena karena keadilan dapat
menumbuhkan moralitas pajak yang positif, dengan sistem pajak yang adik akan

menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap fiskus atau pemungut pajak.

Variabel literasi diteliti karena dengan literasi atau pengetahuan tentang
pajak yang baik seseorang yang mengetahui tarif pajak, manfaat pajak dan sanksi
pajak masyarakat akan sadar pentingnya pajak dan tidak menganggap pajak sebagai
beban. Dengan literasi pajak yang baik masyarakat akan mempunya moralitas pajak
yang positif yang akan membuat masyarakat patuh terhadap pajak. Dalam
penelitian ini tingkat pendidikan dinilai dapat memperkuat atau memperlemah
literasi, dengan tingkat pendidikan tinggi seseorang akan semakin mendapatkan
banyak pengetahuan dan ilmu mengenai pajak sehingga akan memperkuat

pengaruh literasi terhadap moralitas pajak.

Tingkat kepuasan hidup diteliti karena dengan tingkat kepuasan hidup yang
tinggi memberikan moralitas pajak yang positif. Ketika seseorang merasa puas
dengan kehidupannya mereka akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam
penelitian diatas ada beberapa kepuasan yang memoengaruhi moralitas pajak,
kepuasan keuangan mempengaruhi tingkat kepuasan hidup yang memberikan
dampak positif bagi moralitas pajak. Dalam penelitian ini umur dinilai dapat
memperkuat tingkat kepuasan hidup, dengan umur yang semakin dewasa seseorang
lebih merasa puas dalam hidupnya. Selain umur, tingkat pendidikan juga dapat
membuat seseorang semakin puas dengan hidup nya, dengan tingkat pendidikan
yang semakin tinggi seseorang mempunyai ilmu dan pengalaman yang semakin

banyak sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepuasan hidup.

2.3. Variabel Penelitian dan Pengembangan Hipotesis
2.3.1. Variabel Dependen

Moralitas pajak adalah motivasi yang muncul di kalangan individu yang
meyakini bahwa pajak merupakan kewajiban yang mewakili tanggung jawab

bersama terhadap keberlangsungan pemerintahan dan pengembangan lembaga-

lembaga publik, dan oleh karena itu seluruh warga negara diharapkan memenubhi
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kewa jiban perpajakannya yang telah di tetapkan (Pertiwi, 2016). Moralitas pajak
dipengaruhi oleh faktor psikologis dan faktor sosial yang bersasal dari dalam diri
individu itu sendiri. Moralitas pajak merupakan motivasi non-ekonomi yang
mendasar dan menggambarkan salah satu aspek yang berperan dalam mekanisme

kepatuhan pajak (Luttmer dan Singhal, 2014).
2.3.2. Variabel Independen

Penelitian ini akan meneliti hubungan antara faktor keadilan pajak, literasi dan
kepuasan hidup terhadap moralitas pajak. Paragraf berikut ini akan membahas

penelitian yang di kembangkan.
2.4 Hipotesis Penelitian
2.4.1 Pengaruh Keadlian terhadap Moralitas pajak

Menurut Prastiwi dan Tresnajaya (2021), adil dalam undang-undang pajak
dimaknai sebagai pengenaan pajak secara umum dan merata, sesuai dengan
kemampuan masing-masing wajib pajak. Sedangkan adil dalam pelaksanaana yaitu
dengan mengizinkan pembayaran wajib pajak dan mengajukan keberatan wajib

pajak untuk mengajukan banding ke pengadilan pajak.

Keadilan pajak didasarkan pada manajemen pajak untuk menutupi
pengeluaran publik berdasarkan aset dan pendapatan orang . Prinsip ini diadopsi di
semua negara untuk memenuhi persyaratan keadilan hukum Secara konseptual,
keadilan pajak mengacu pada proses redistribusi aset sosial, yang berarti bahwa
orang kaya membayar lebih dari orang miskin. Persepsi umum tentang keadilan
pajak negara memiliki dampak besar pada aplikasi perpajakan yang baik di negara
tersebut (Sinulingga, 2022).

Keadilan diduga dapat memiliki dampak terhadap moralitas pajak atau
kesediaan individu untuk membayar pajak tanpa paksaan. Ketika masyarakat
merasa bahwa sistem perpajakan baik, penggunaan anggaran negara dikelola secara
adil maka masyarakat merasa moralitas untuk membayar pajak meningkat. Ketika

pemerintah dapat adil dalam pendistribustrian pajak, pemerintah adil dalam
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pengelolaan dana pajak dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dan
pembangunan yang merata, maka masyarakat akan merasa kewajiban membayar

pajak sebagai tanggung jawab sosial.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alexander dan Balavac-Orlic
(2022) menjelaskan bahwa keadilan berpengaruh terhadap moralitas pajak, presepsi
keadilan meningkatkan moralitas pajak ketika FTL (Financial Tax Literacy) tinggi.
Dari keterkaitan variabel tersebut dapat dibuat hipotesis :

H1 : Keadilan berpengaruh positif terhadap moralitas pajak
2.4.2. Pengaruh literasi terhadap moralitas pajak

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
menggambarkan kemampuan pajak sebagai pengetahuan dan keterampilan yang
memungkinkan individu atau bisnis untuk memahami kewajiban pajak dan untuk
memenuhi kewajiban ini dengan benar OECD menekankan bahwa kemampuan
pajak akan membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung
pertumbuhan ekonomi (OECD 2018, dalam (Alsagr et al., 2023).

Literasi pajak merupakan hal yang dapat membantu proses perpajakan
menjadi lebih akurat. Pengetahuan tentang perpajakan berkaitan dengan
pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan yang diberlakukan. Wajib pajak bisa
dikatakan memiliki pemahaman yang baik jika dapat menghitung, membayar,
mengisi, dan melaporkan sendiri dengan tepat waktu (Trihatmoko dan Mubaraqg,
2020).

Literasi diduga memiliki pengaruh terhadap moralitas pajak, dengan literasi
perpajakan yang baik seseorang mengetahui manfaat langsung dan manfaat tidak
langsung dari pajak. Dengan literasi yang seseorang miliki, seseorang akan merasa
bahwa membayar pajak merupakan kewajiban sosial yang akan berkontribusi untuk

kemajuan negara dan kepentingan umum.
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Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cvrlje (2015) mengatakan
bahwa literasi perpajakan berpengaruh terhadap moralitas pajak dan kepatuhan
pajak. Penelitian terdahulu juga yang dilakukan oleh Alexander dan Balavac-Orlic,
(2022) menunjukan bahwa finance tax literacy memberikan pengaruh moderasi
terhadap keadilan dengan moralitas pajak, seseorang yang memiliki financial tax
literacy yang tinggi akan memperkuat pengaruh keadilan terhadap moralitas pajak.
Dari keterkaitan antara variabel berikut dapat di buat hipotesis :

H2 : Literasi berpengaruh positif terhadap Moralitas pajak
2.4.3. Pengaruh Kepuasan Hidup terhadap Moralitas pajak

Kepuasan hidup dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk interaksi sosial,
pekerjaan dan kemakmuran, kesehatan dan daya tahan, dan manfaat sosial
Pekerjaan dan pendapatan memainkan peran penting dalam kepuasan hidup
Pekerjaan yang memuaskan, berharga dan melayani manfaat dan nilai -nilai pribadi
dapat meningkatkan kepuasan Anda dalam hidup Ini juga memberikan keamanan
finansial di mana pendapatan yang cukup mendukung kebahagiaan. Namun,
tekanan kerja, frustrasi dan ketidakstabilan keuangan di tempat kerja dapat

mengurangi kepuasan kerja terlalu banyak (Diener dan Ryan, 2009).

Menurut Santorck (2002), kepuasan hidup adalah kesejahteraan psikologis
secara umum atau kepuasan terhadap kehidupan secara keseluruhan. Kepuasan
hidup sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan psikologis pada orang
dewasa dan lanjut usia. Pendapatan, kesehatan, gaya hidup aktif, dan persahabatan
serta jaringan keluarga diperkirakan berhubungan dengan kepuasan hidup pada
lansia. Orang lanjut usia dengan pendapatan yang cukup dan kesehatan yang baik
cenderung lebih puas dengan kehidupan mereka dibandingkan mereka yang

berpendapatan rendah dan kesehatan yang buruk.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nadirov et al., (2021)
menjelaskan bahwa tingkat kepuasan hitup yang tinggi dapat meningkatkan
proporsi individu yang melaporkan pajak di ajerbaizan. Penelitian sebelumnya juga
dilakukan oleh Ciziceno & Pizzuto (2022) dan (Tjondro, 2018) menjelaskan
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masyarakat dengan tingkat kepuasan hidup yang tinggi mennjukan moralitas pajak

yang tinggi. Dari keterkaitan antar variabel diatas dapat dibuat hipotesis.
H3 : Kepuasan Hidup berpengaruh positif terhadap moralitas pajak
2.4.4. Usia Memperkuat Pengaruh Kepuasan Hidup terhadap Moralitas pajak

Seiring bertambahnya usia, manusia cenderung mengalami perubahan
dalam perspektif dan prioritas hidup. Pada usia muda, orang mungkin lebih fokus
pada hasil pribadi dan ekonomi, sedangkan pada usia lebih tua mereka mungkin

lebih memperhatikan aspek nilai-nilai sosial, moral, dan kolektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Torgler & Valev (2004) menemukan bahwa
umur berkorelasi negatif dengan pelanggaran aturan. Peningkatan kepuasan hidup
sering dikaitkan dengan keamanan finansial dan kesehatan, yang dapat
meningkatkan kesediaan membayar pajak dan meningkatkan semangat kerja.
Kepuasan hidup sering kali meningkat seiring bertambahnya usia dan juga dapat
membantu memperkuat hubungan. Kontribusi kepada masyarakat. Dari

argumentasi diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :
H4 : Usia Memperkuat Pengaruh Kepuasan Hidup terhadap Moralitas pajak

2.4.5. Tingkat Pendidikan Memperkuat Pengaruh Kepuasan Hidup terhadap

Moralitas pajak

Torgler & Schneider (2007) menemukan bahwa individu yang
berpendidikan lebih tinggi cenderung mengetahui hukum dan permasalahan
perpajakan dibandingkan wajib pajak yang kurang berpendidikan, dan oleh karena
itu lebih cenderung memahami manfaat-manfaat yang diberikan oleh pemerintah

layanan mereka.

Pendidikan tinggi cenderung meningkatkan pemahaman individu tentang
manfaat pajak dan mengembangkan kemampuan mengevaluasi kontribusi sosial
melalui pajak. Selain itu, pendidikan memberikan lebih banyak peluang ekonomi
dan sosial serta berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan hidup. Hal ini dapat

menyebabkan individu merasa lebih terhubung dengan masyarakat dan menghargai
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peran mereka dalam pembangunan masyarakat, sehingga meningkatkan kesediaan
mereka untuk membayar pajak. Dari argumentasi diatas dapat ditarik hipotesis
sebagai berikut :

H5 : Tingkat Pendidikan Memperkuat Pengaruh Kepuasan Hidup terhadap
Moralitas pajak

2.4.6. Tingkat Pendidikan Memperkuat Pengaruh Literasi terhadap Moralitas
pajak

Literasi pajak merupakan pemahaman individu terhadap konsep, peraturan,
dan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi literasi pajak seseorang, semakin besar
kemungkinan individu tersebut memahami pentingnya kontribusi pajak bagi
pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman ini mendorong
munculnya moralitas pajak, yaitu kesadaran dan komitmen untuk membayar pajak
secara sukarela dan benar (Cvrlje, 2015). Dengan demikian, dapat diasumsikan

bahwa literasi pajak berperan penting untuk membentuk moralitas pajak yang baik.

Peran tersebut diperkuat oleh tingkat pendidikan dari wajib pajak. Dengan
kata lain, tingkat pendidikan berpotensi menjadi faktor moderasi yang memperkuat
hubungan antara literasi pajak dan moralitas pajak. Individu dengan tingkat
pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki kemampuan kognitif yang lebih
baik dalam memahami informasi kompleks, termasuk informasi perpajakan.
Mereka juga cenderung memiliki sikap yang lebih rasional dan terbuka terhadap
nilai-nilai sosial, seperti keadilan dan kepatuhan hukum (Torgler & Schneider,
2007). Oleh karena itu, ketika seseorang dengan tingkat pendidikan tinggi
memperoleh literasi pajak, dampaknya terhadap moralitas pajak menjadi lebih kuat
dibandingkan mereka yang memiliki pendidikan lebih rendah (Alexander &
Balavac-Orlic, 2022).

Dengan mempertimbangkan kedua aspek tersebut, dapat diasumsikan
bahwa tingkat pendidikan tidak hanya memengaruhi kemampuan individu dalam

memahami literasi pajak, tetapi juga memperkuat pengaruh literasi tersebut
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terhadap pembentukan moralitas pajak. Dari argumentasi diatas dapat ditarik

hipotesis sebagai berikut :

H6 : Tingkat Pendidikan atau Education Level Memperkuat Pengaruh Literasi
terhadap Moralitas pajak

2.5. Kerangka Konseptual

H1 (+)

LITERASI

H2 (+)
(X2) :

MORALITAS PAJAK
)

KEPUASAN HIDUP
(X3)

TINGKAT
FPENDIDIKAN
(1)

Gambar 2.1 kerangka Konseptual
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BAB IlI
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat Indonesia yang menjadi
wajib pajak dimana individu tersebut telah memenuhi syarat sebagai subjek pajak.
Jumlah wajib pajak yang terdaftar di Direktorat Jendral Pajak hingga akhir tahun
2024 adalah sebesar 80,27 juta jiwa. Sampel dalam penelitian ini didapatkan
melalui teknik convenience purposive sampling. Sampel dimana sampel diambil
berdasarkan kenyamanan peneliti dari populasi yang berhasil ditemui dan diminta
kesediaannya untuk mengisi kuesioner (Sekaran dan Roger, 2020) dan memiliki
kriteri memiliki wajib pajak harus memiliki NPWP, wajib pajak memiki kualifikasi
tingkat pendidikan SMA sampai dengan S3, wajib pajak memiliki kualifikasi usia
dari 20 tahun hingga 60 tahun. Jumlah sampel yang digunakan akan mengikuti
asumsi Roscoe et al. (1975) yakni dalam rentang 30 hingga 500. Lebih lanjut, Hair
Jr. et al., (2019) menyatakan bahwa jumlah sampel untuk pengujian multivariat
minimal sebanyak 100 untuk memenuhi kekuatan statistik yang memadai (a: 5%
dan 1-B: 80%). Pada penelitian ini ditentukan jumlah sampel minimal sebanyak 200
sampel untuk mengantisipasi drop-out dari beberapa responden yang tidak eligibel
jawabannya.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui
kuisioner yang disebarkan pada seluruh wajib pajak di Indonesia secara
convenience sampling melalui sosial media seperti ; Instagram, X, Telegram dan
Whatsaap. Sample dipilih menggunakan metode purposive dengan kriteria wajib
pajak harus memiliki NPWP, wajib pajak memiki kualifikasi tingkat pendidikan
SMA sampai dengan S3, wajib pajak memiliki kualifikasi usia dari 20 tahun hingga
60 tahun.
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Kuisioner ini mulai disebar tanggal 24 April 2025 sampai dengan 29 Mei

2025 (+ 1 bulan). Kuesioner terbagi dalam dua bagian, yaitu:

1. Bagian pertama berisi pertanyaan data pribadi responden sebagai pedoman
untuk menentukan kesesuaian responden dengan kriteria sampel yang dijaga

kerahasiannya.

2. Bagian kedua ialah indikator untuk menguji variabel penelitian menggunakan
skala likert.

3.3. Pengukuran Variabel

Kuisioner pada penelitian ini menggunakan Kkuisioner dari beberapa
penelitian terdahulu yang di modifikasi. Pengukuran penelitian ini menggunakan
skala likert yang memiliki nilai rentan 1-6. Skala 1-6 yang digunakan bertujuan
menghindari responden yang menjawab netral dan ragu-ragu. Kategori jawaban
skor 6 adalah angat setuju, skor 5 adalah setuju, skor 4 adalah cukup setuju, skor 3
adalah kurang setuju, skor 2 adalah tidak setuju dan skor 1 adalah sangat tidak

setuju.
a. Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah moralitas pajak. Moralitas pajak
adalah motivasi intrinsik untuk berkontribusi dalam perpajakan secara sukarela.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian inu merupakan intrumen penelitian
terdaulu dari Fakile (2011). Intrumen penelitian ini menggunakan 5 item pertanyaan

yaitu:

Tabel 3.1. Tabel Pertanyaan Moralitas pajak

Item Indikator Moralitas pajak Sumber

™1 Moralitas | Saya tidak melaporkan transaksi perdagangan barang | (Fakile, 2011)
pajak dan jasa dengan teman dan tetangga pada SPT saya
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T™2 Moralitas | Saya melaporkan pendapatan utama sepenuhnya
pajak tetapi tidak termasuk pendapatan kecil lainya dalam
form pajak

T™M3 Moralitas | Dibayar tunai dalam pekerjaan namun tidak
pajak melaporkanya dalam form pajak

T™4 Moralitas | Saya tidak melaporkan beberapa penghasilan dari
pajak investasi atau bunga karena pemerintah tidak akan
dapat mengetahui

TM5 Moralitas | Saya akan curang dalam perpajakan apabila terdapat
pajak kesempatan

b. Variabel Independen: Keadilan

Keadilan perpajakan merupakan suatu konsep yang mengacu pada
terwujudnya sistem perpajakan yang adil dan berkeadilan dimana orang pribadi
maupun perusahaan dikenakan pajak sesuai dengan kemampuannya. Tujuan dari
prinsip ini adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang tidak hanya efisien
dan transparan, namun juga mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi
masyarakat. Instrumen yang digunakan dalam penelitian inu merupakan intrumen
penelitian terdaulu dari Stephana dan Rini (2009) yang telah dimodifikasi dan

Farikha (2021). Intrumen penelitian ini menggunakan 5 item pertanyaan yaitu :

Tabel 3.2. Tabel Pertanyaan Keadilan Pajak

Item | Indikator Keadilan Pajak Sumber

KP1 | Keadilan Saya berpendapat bahwa Wajib Pajak (WP) yang berada (Stephana &

Pajak dalam kondisi ekonomi yang sama akan dikenakan pajak Rini, 2009)

yang sama
KP2 | Keadilan Undang-undang pajak yang berlaku sekarang sudah adil (Stephana &
Pajak sesuai dengan tingakatan pendapatan Wajib Pajak (WP) Rini, 2009)
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Item | Indikator Keadilan Pajak Sumber

KP3 | Keadilan Saya berpenapat pajak yang dibayar sudah sebanding (Stephana &
Pajak dengan manfaat yang diterima Rini, 2009)

KP4 | Keadilan Saya berpendapat bahwa setiap jenis pajak yang dibayar (Stephana &
Pajak kan sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk Rini, 2009)t

membayar

KP5 | Keadilan Jika terlambat setor dan lapor pajak, saya akan dikenai (Stevanny,

Pajak denda oleh fiskus begitu juga Wajib Pajak (WP) lainnya 2019)

c. Literasi Perpajakan

Literasi perpajakan merupakan kemampuan seseorang atau masyarakat

dalam memahami prinsip dasar perpajakan, hak dan tanggung jawabnya sebagai

wajib pajak, serta dampak pajak terhadap perekonomian. Instrumen yang

digunakan dalam penelitian inu merupakan intrumen penelitian terdaulu dari Utami

(2024) dan (Farikha, 2021). Intrumen penelitian ini menggunakan 5 item

pertanyaan yaitu:

Tabel 3.3. Tabel Pertanyaan Literasi Pajak

Item Indikator Literasi Perrpajakan
Sumber

Literasi Saya mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang
LP1 Perpajakan | digunakan untuk membiayai pembanhinan negara dan (Rahma Dwi
sarana umum bagi masyarakat Utami, 2024)

Literasi Jika saya memahami perpajakan, akan sangat mudah
LP2 Perpajakan | dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Rahma Dwi
Utami, 2024)

Literasi Pajak bersifat memaksa, sehingga jika terjadi
LP3 Perpajakan | pelanggaran atau melalaikan kewajiban perpajakan- (Rahma Dwi
nya akan dikenakan sanksi Utami, 2024)

Literasi Pajak terutang yang tidak dibayar saat jatuh tempo
LP4 Perpajakan | akan dikenakan sanksi denda dan sanksi pidana (Rahma Dwi
Utami, 2024)
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LPS

Literasi Saya mengetahui sistem perpajakan yang digunakan
Perpajakan | saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar
dan melaporkan sendiri

(Farikha, 2021)

d. Kepuasan Hidup

Kepuasan hidup adalah penilaian subjektif individu terhadap kualitas hidup

mereka secara keseluruhan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk

kesehatan, hubungan sosial, keuangan, pekerjaan, dan pencapaian pribadi. Biasanya

kepuasan yang lebih tinggi dinilai dengan kesejahteraan yang lebih baik dan

kualitas hidup yang lebih positif secara keseluruhan. Instrumen yang digunakan

dalam penelitian inu merupakan intrumen penelitian terdaulu dari Pavot dan Diener

(1993) dan pertanyaan yang dikembangkan oleh peneliti. Intrumen penelitian ini

menggunakan 5 item pertanyaan yaitu:

Tabel 3.4. Tabel Pertanyaan Kepuasan Hidup

Item Indikator Kepuasan Hidup Sumber
KH1 | Kepuasan hidup | Pada sebagian besar aspek, hidup saya telah (Pavot &
mendekati ideal. Diener,
1993)
KH2 | Kepuasan Hidup | Kondisi yang ada dalam hidup saya telah sangat baik
KH3 | Kepuasan Hidup | Saya merasa puas dengan hidup saya
KH4 | Kepuasan hidup | Sejauh ini, saya telah mendapatkan hal-hal penting
yang saya inginkan dalam hidup saya
KH5 | Kepuasan Hidup | Bila saya dapat mengulang kembali hidup saya, saya
hampir tidak akan mengubah apapun.

e. Tingkat Pendidikan dan Usia
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Pada penelitian ini, tingkat pendidikan mengacu pada pendidikan formal
terakhir yang ditempuh oleh responden selaku sampel penelitian. Tingkat
pendidikan di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua kategori yakni
pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Menilik dari kondisi populasi, hanya
wajib pajak dengan usia diatas 20 tahun yang mampu menjadi responden
penelitian. Hal yang sama juga dilakukan pada usia dimana usia responden
perlu dikategorikan dengan usia minimal adalah 20 tahun. Oleh karena itu,
penelitian ini hendak mengkategorikan tingkat pendidikan dan usia responden
sesuai dengan yang dilakukan oleh (Alexander dan Balavac-Orlic, 2022).

Terdapat empat tingkat pendidikan dan usia yang dijadikan sebagai kategori

yakni:
Tabel 3.5 Tabel Kategori Tingkat Pendidikan dan Usia
Variabel Indikator Pengukuran Sumber Kategorisasi
Tingkat Kategori SMA (1), S1 (2), S2 (3), dan S3 (Alexander &
Pendidikan Pendidikan ). Balavac-Orlic, 2022)
Usia Kategori Usia 20 — 30 tahun (1), 31 — 40 tahun
(2), 41 — 50 tahun (3), dan 51 — 60
tahun (4)

3.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada pemelitian ini menggunakan Smart Partial Least
Square (SmartPLS) versi 4. Analisis dalam penelitian ini dapat dihitung dengan
menggunakan Model Persamaan Struktural atau Structural Equation Modeling
(SEM).

Analisis statistik adalah analisis yang membuktikan hipotesis yang
diajukan sebelumnya dengan menggunakan metode statistik. Analisis dalam
penelitian ini dapat dihitung dengan menggunakan Model Persamaan Struktural
atau Structural Equation Modeling (SEM). Structural Equation Modeling
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(SEM) adalah teknik analisis data yang bertujuan untuk menjelaskan konsep model
dengan variabel laten (variabel yang tidak dapat diukur secara langsung), tetapi
diukur dengan indikator (Ghozali dan Latan, 2014).

PLS-SEM mampu menganalisis dan memprediksi variabel dan model
penelitian dengan lebih baik dibandingkan analisis jalur dan regresi berganda
(Ulum et al., 2014).

3.4.1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis staatistik yang memberikan gambaran
tentang objek yang di teliti atau responden dengan data sampel atau populasi tanpa
melalui analisis data, menggambarkan data sebenarnya dan memberikan

kesimpulan secara umum dalam penelitiannya (Ferdinand, 2014).
3.4.2. Analisis Inferensial

Menurut Furadantin (2018) Analisis inferensial adalah sekumpulan metode
yang digunakan untuk mengelolah data untuk menguji hipotesis sehingga dapat
menghasilkan sebuah kesimpulan. Analisis PLS-SEM terbagi menjadi 2 sub model,
yaitu Outer Model atau evaluasi model pengukuran dan Inner Model atau evaluasi

model struktural.
3.4.2.1. Outer Model

Evaluasi model pengukuran (outer model) dilakukan untuk mengevaluasi
validitas dan reliabilitas model. Model outer dengan indikator reflektif dievaluasi
dengan menggunakan validitas konvergensi, untuk indikator yang membentuk
konstruk laten, dan Composite Reliability dan Cronbach alpha untuk blok indikator.
Menurut (Sarstedt et al., 2022), outer model digunakan untuk mengukur atau

mengevaluasi hubungan antara variabel indikator dan konstruk.
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3.4.2.1.1. Uji Validitas

Uji validitas adalah pengujian yang menguji seberapa baik indicator
menangkap poin-poin utamanya dari konstruk. Sederhananya sifat konstruk dapat
diubah ketika item penting dihilangkan (Sarstedt et al., 2022).

Pengujian validitas dilakukan dengan memperhatikan nilai validitas
konvergen konstruk dan validitas deskriminan, dimana outer loading harus
memiliki nilai diatas 0,7 dan average variance extracted harus memiliki nilai 0,5
atau lebih (Sarstedt et al., 2022).

3.4.2.1.1.1. Cross Loading

Cross loading adalah pengujian yang dilakukan untuk menilai hubungan
antara konstruk dan item pengukurannya apakah lebih besar dari lainnya nilai cross

loading yang diharapkan adalah lebih besar dari 0,7 (Ghozali dan Latan, 2015).
3.4.2.1.1.2. Fornell Larcker Criterion

Pengujian fornell larcker atau kriteria fornel digunakan untuk
membandingkan antara nilai akar kuadrat dari nilai AVE setiap konstruk dengan

hubungan konstruk lainnya dalam model (Henseler et al., 2015).
3.4.2.1.2. Uji Reabilitas

Uji reabilitas dilakukan untuk membuktikan keakuratan, konsistensi dan
ketetapan suatu instrument untuk mengukur konstruk dalam PLS-SEM
menggunakan SmartPLS 3.0, reabilitas suatu konstruk dapat diukur dengan
indikator refleksif dengan dua cara yaitu Cronbach’s Alpha dan Composite
Reability. Nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Reability dan Composite
Reliability harus lebih besar dari 0,70 (Ghozali dan Latan, 2015).

3.4.2.2. Inner Model

Inner Model dilakukan untuk menguji nilai kuadrat RS dari setiap variabel

laten endogen dianggap sebagai kekuatan prediksi model struktural. Evaluasi
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model struktur dapat dilakukan dalam beberapa langkah. Yaitu, mengevaluasi nilai

RSquares dan goodness of fit (Ghozali dan Latan, 2014).
3.4.2.2.1. Uji R-Square

Uji RSquare (R?) digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh semua
variabel bebas (x) terhadap variabel terikat (y). Hasil koefisien determinan (R?)
menunjukkan persentase variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas. Rentang
nilai untuk RSquare (R?) adalah 0 hingga 1. Nilai RSquare harus mendekati atau
memiliki persentase dampak yang besar. Nilai R? 0,75, 0,50, dan 0,25 menunjukan

bahwa model kuat, moderat, dan lemah (Sarstedt et al., 2017).
3.4.2.2.2. Path Coefficient atau koefisien jalur

Path coefficient adalah pengujian yang dilakukan untuk mengukur kekuatan
hubungan antar konstruk dan melihat tingkat signifikan dan digunakan untuk
menguji hipotesis. Nilai path coefficient berkisar dari -1 sampai dengan +1. Nilai
path coefficient yang negatif menunjukan hubungan yang negatif dan nilai path
coefficient yang positif menunjukan semakin postitif atau semakin erat (Sarstedt et
al., 2017).

3.4.2.2.3. Uji Hipotesis (Resampling Bootstrapping)

Menurut (Sarstedt et al., 2022) bootstrapping adalah metode resampling
dengan mengambil sejumlah besar subsember dari data asli (dengan subsitusi) dan
memperkirakan model untuk setiap subsample. Metode bootstrapping akan
menghasilkan nilai P-value yang digunakan untuk melihat tingkat signifikan dari

hipotesis yang di uji.

Menurut (Walpole et al., 1995) p-values adalah nilai probabilitas yang
paling terendah, karena nilai statistik pengujian yang diamati masih signifikan.
Menurut Nuryadi et al., (2017) nilai p-values dikatakan signifikan secara statistik

apabila nilai p-value < 5% atau p-value < 0,05.

3.4.2.3. Moderated Regression Analysis
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Analisi ini berguna untuk menguji pengaruh variabel moderasi dalam
memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independent dan variabel
dependen. Pengujian hipotesis moderasi dilakukan dengan menggunakan
Moderated Regression Analysis (MRA) yang diestimasi menggunakan SEM-PLS
(Ghozali dan Latan, 2012). Untuk menguji umur dan education level atau tingkat
pendidikan sebagai variabel moderasi hubungan antara life satisfaction dengan
Moralitas pajak fokus pengujian ini pada koefisien interaksi antara life satisfaction
dengan Moralitas pajak. Variabel disebut variabel moderator dan dinyatakan

signifikan jika nilai t signifikannya adalah 0,05 atau < 0,05.
Kriteria yang digunakan sebagai dasar perbandingan adalah:

e Jika t hitung < 1> 0,05 maka hipotesis ditolak

e Hipotesis diterima apabila nilai t > 1,96 atau nilai signifikansi < 0,05

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Analisis Deskriptif — Demografi Responden Penelitian

Berdasarkan data yang terkumpul, terdapat total 200 orang responden yang
mengisi kuesioner penelitian. Hasil analisis sebaran demografi tersaji dalam Tabel
4.1 berikut.

Tabel 4. 1 Hasil Analisis Demografi Sampel

Deskripsi/ltem Frekuensi Prosentase
Jenis Kelamin
Laki-laki 96 48%
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Deskripsi/ltem Frekuensi Prosentase
Perempuan 104 52%

Rentang Usia
20 — 30 tahun 125 62,5%
31 —40 tahun 35 17,5%
41 — 50 tahun 25 12,5%
51 — 60 tahun 15 7,5%

Pekerjaan
Pegawai swasta 71 35,5%
PNS/TNI/POLRI 54 27%
Honorer 6 3%
BUMN 13 6,5%
Profesional 1 0,5%
Wiraswasta 16 8%
Lain-lain 39 19,5%

Tingkat Pendidikan
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Deskripsi/ltem Frekuensi Prosentase

SMA 33 16,5%
Sarjana atau S1 154 7%
Magister atau S2 13 6,5%

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat empat kategori demografi yang
dibahas. Kategori pertama yang disajikan dalam tabel adalah jenis kelamin.
Terdapat dua kelompok yaitu laki-laki dan perempuan. Dari total 200 responden,
sebanyak 96 orang atau 48% merupakan laki-laki, sedangkan 104 orang atau 52%
adalah perempuan. Ini menunjukkan bahwa distribusi gender dalam penelitian ini

cukup seimbang, meskipun terdapat sedikit lebih banyak responden perempuan.

Proporsi ini dapat memberikan gambaran bahwa pandangan atau perilaku
yang diteliti dalam studi ini mencakup representasi yang relatif merata antara kedua
jenis kelamin, sehingga hasilnya bisa dikatakan cukup inklusif secara gender.
Selanjutnya, tabel menunjukkan distribusi responden berdasarkan rentang usia.
Responden dengan usia antara 20 hingga 30 tahun mendominasi sampel, dengan
jumlah sebanyak 125 orang atau 62,5% dari total responden. Kemudian, terdapat
35 responden (17,5%) yang berusia antara 31 hingga 40 tahun, 25 orang (12,5%)
berada pada rentang usia 41-50 tahun, dan sisanya, yaitu 15 orang (7,5%) berada
dalam kelompok usia 51-60 tahun. Dominasi kelompok usia 20-30 tahun

mengindikasikan bahwa penelitian ini banyak melibatkan kalangan muda.

Dalam aspek pekerjaan, responden terbagi ke dalam tujuh kategori.
Kategori terbesar adalah pegawai swasta dengan 71 orang atau 35,5% dari total
responden. Disusul oleh kelompok PNS/TNI/POLRI sebanyak 54 orang (27%).
Kemudian, terdapat 39 orang (19,5%) yang berasal dari kategori "lain-lain", yang
kemungkinan mencakup pekerjaan informal, pekerjaan rumahan, atau profesi yang
tidak terdefinisi secara eksplisit dalam kategori yang disediakan. Kelompok

wiraswasta berjumlah 16 orang (8%), pegawai BUMN sebanyak 13 orang (6,5%),
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honorer sebanyak 6 orang (3%), dan yang bekerja sebagai profesional hanya satu
orang (0,5%). Variasi pekerjaan ini menunjukkan bahwa sampel mencerminkan
latar belakang pekerjaan yang beragam. Namun, dominasi pekerja sektor swasta
dan pegawai pemerintah menandakan bahwa mayoritas responden memiliki
pekerjaan formal yang mungkin berpengaruh terhadap stabilitas pendapatan dan

pola pengambilan keputusan.

Kategori terakhir yang diuraikan dalam tabel adalah tingkat pendidikan.
Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah lulusan sarjana (S1), yaitu
sebanyak 154 orang atau setara dengan 77% dari total sampel. Kemudian,
responden yang hanya menamatkan pendidikan hingga SMA berjumlah 33 orang
(16,5%), dan sisanya sebanyak 13 orang (6,5%) merupakan lulusan program
magister atau S2. Dari distribusi ini terlihat bahwa mayoritas responden memiliki
latar belakang pendidikan tinggi, yang dapat mencerminkan tingkat literasi dan
pemahaman mereka terhadap informasi secara lebih baik. Ini juga dapat menjadi
penentu dalam sikap atau preferensi mereka terhadap isu yang diteliti, khususnya
jika berkaitan dengan aspek rasionalitas atau kognitif dalam pengambilan

keputusan perpajakan.

4.2. Analisis Outer Model

4.2.1. Analisis Validitas Konvergen

Tabel 4. 2 Hasil Pengujian Loading Faktor dan AVE

Indikator — Variabel Outer loadings AVE
KH1 4= Kepuasan Hidup 0.835
KH2 «=Kepuasan Hidup 0.838 0,661
KH3 «=Kepuasan Hidup 0.852
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KH4 «=Kepuasan Hidup

KH5«= Kepuasan Hidup

KP1 = Keadilan Pajak

KP2 = Keadilan Pajak

KP3 «=Keadilan Pajak

KP4 «= Keadilan Pajak

KP5 = Keadilan Pajak

LP1 = Literasi Perpajakan

LP2 = Literasi Perpajakan

LP3 #=Literasi Perpajakan

LP4 e=Literasi Perpajakan

LP5 e=Literasi Perpajakan

MP1«= Moralitas Pajak

MP2 «= Moralitas Pajak

MP3 «=Moralitas Pajak

MP4 *= Moralitas Pajak

0.862

0.661

0.826

0.875

0.800

0.809

0.865

0.821

0.768

0.798

0.686

0.757

0.840

0.801

0.858

0.805

0,698

0,589

0,697
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MP5 «= Moralitas Pajak 0.868

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh indikator yang digunakan di
dalam penelitian ini valid secara konvergen. Hal tersebut disimpulkan melalui dua
nilai yakni Outer Loadings dan AVE. Nilai Outer Loadings merepresentasikan
kemampuan masing-masing indikator membentuk variabel yang dituju (Sarstedt et
al., 2022). Indikator dinyatakan valid saat nilai loading-nya menyentuh angka 0,6
atau lebih. Di dalam Tabel 4.2, tampak bahwa seluruh indikator telah memenuhi
persyaratan tersebut. Nilai selanjutnya yang dibaca adalah AVE. Nilai untuk AVE
menggambarkan validitas konvergen saat masing-masing variabel memiliki nilai
minimal 0,5 atau lebih (Sarstedt et al., 2022). Di dalam penelitian ini, seluruh
variabel telah memenuhi standar tersebut sehingga dapat dinyatakan bahwa

konstruk penelitian ini valid secara konvergen.
4.2.2. Analisis Validitas Diskriminan

Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Cross Loading

Indikator Keac_iilan Kep_uasan Lite_rasi Morglitas Tin_glfat

Pajak Hidup Perpajakan Pajak Pendidikan
KH1 0.430 0.835 0.740 0.607 0.062
KH2 0.424 0.838 0.665 0.674 -0.073
KH3 0.408 0.852 0.736 0.533 0.017
KH4 0.378 0.862 0.659 0.601 0.079
KH5 0.325 0.661 0.412 0.541 0.073
KP1 0.826 0.355 0.365 0.369 -0.004
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Indikator Keadilan Kepuasan Literasi Moralitas Tingkat

Pajak Hidup Perpajakan Pajak Pendidikan
KP2 0.875 0.458 0.484 0.422 -0.102
KP3 0.800 0.409 0.484 0.365 0.119
KP4 0.809 0.403 0.466 0.322 -0.049
KP5 0.865 0.401 0.543 0.375 -0.033
LP1 0.472 0.606 0.821 0.537 0.089
LP2 0.309 0.649 0.768 0.516 -0.031
LP3 0.511 0.620 0.798 0.537 -0.037
LP4 0.604 0.520 0.686 0.402 -0.008
LP5 0.296 0.649 0.757 0.504 -0.121
MP1 0.394 0.649 0.563 0.840 0.044
MP2 0.381 0.538 0.447 0.801 -0.079
MP3 0.373 0.632 0.602 0.858 -0.026
MP4 0.355 0.552 0.470 0.805 -0.031

MP5 0.362 0.671 0.624 0.868 0.070




Validitas diskriminan di dalam riset yang ini diuji dengan menggunakan

nilai Cross Loadings. Cara pembacaan Cross Loadings adalah dengan

membandingkan nilai Factor Loading sebuah indikator pada variabel tujuannya

dengan variabel lain yang turut diuji. Sebuah indikator dinyatakan valid saat nilai

loading-nya paling besar pada variabel yang dituju. Dari hasil pengujian tampak

bahwa hal ini telah terpenuhi. Masing-masing indikator memang memiliki nilai

loading paling tinggi pada variabel asalnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa konstruk penelitian ini valid secara diskriminan.

4.2.3. Analisis Reliabilitas

Tabel 4. 4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach’s _Co_mposite _Co_mposite
alpha reliability (rho_a) reliability (rho_c)
Keadilan Pajak 0.892 0.897 0.920
Kepuasan Hidup 0.869 0.875 0.906
Literasi Perpajakan 0.825 0.832 0.877
Moralitas Pajak 0.891 0.897 0.920

Pengujian reliabilitas di dalam penelitian kali ini menggunakan dua standar.

Pertama, nilai Cronbach’s Alpha harus berada minimal pada angka 0,7. Hasil uji

menunjukkan bahwa seluruh variabel telah memenuhi syarat tersebut. Selanjutnya,

nilai Composite Reliability juga disyaratkan lebih dari 0,7. Berdasarkan pengujian,

standar ini juga terpenuhi sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk yang diuji

telah memenuhi standar reliabilitas.

4.3. Analisis Inner Model

4.3.1. Koefisien Determinasi
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Tabel 4. 5 Hasil Pengujian R?

Variabel Dependen

R-square adjusted

Moralitas Pajak

0.575

Berdasarkan pengujian, nilai koefisien determinasi konstruk adalah sebesar

0,575. Nilai ini dapat dikonversi menjadi prosentase yakni 57,5 persen. Artinya,

model penelitian yang menyatakan bahwa Moralitas Pajak dibentuk oleh Keadilan

Pajak, Kepuasan Hidup, Literasi Perpajakan, Usia, dan Tingkat Pendidikan sebesar
57,5 persen dan sisanya (100% - 57,5% = 42,5%) dibentuk oleh variabel lain diluar

model penelitian.

4.3.2. Pengujian Hipotesis

Tabel 4. 6 Hasil Uji Hipotesis Dengan Bootstrapping PLS

. Original T statistics .
Pengaruh yang Diajukan sample (O) ((O/STDEV)) P values Kesimpulan
Ke_adllan Pajak =» Moralitas 0.070 4495 0.000 H_|p0_te3|s
Pajak diterima
Ke_puasan Hidup = Moralitas 0531 29 935 0.000 H_|po_te5|s
Pajak diterima
Literasi Perpajakan =» Moralitas Hibotesis
Pajak (pakai symbol bentuk 0.188 6.430 0.000 di po
iterima
panah)
Kepuasan Hidup x Usia = Hipotesis
Moralitas Pajak 0.005 0.228 0.410 ditolak
Kepuasan Hidup x Tingkat = Hipotesis
Pendidikan Moralitas Pajak 0.064 3.120 0.001 diterima
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Literasi Perpajakan x Tingkat =» i Hipotesis
Pendidikan Moralitas Pajak 0.148 5.595 0.000 ditolak

Gambar hasil pengujian bootsraping dapat dilihat dalam Lampiran 11

Berdasarkan hipotesis yang telah diajukan, terdapat dua syarat penerimaan
hipotesis. Pertama, pengaruh yang terbentuk harus signifikan di angka 5 persen.
Dari syarat ini, terdapat satu hipotesis yang ditolak yakni Usia memoderasi
pengaruh Kepuasan Hidup pada Moralitas Perpajakan dengan nilai signifikansi
0,410. Selanjutnya, pengujian yang dilakukan berbasis one-tailed sehingga arah
koefisien pengaruh yang diuji pun harus sama dengan hipotesis yakni positif. Dari
syarat ini, hipotesis Tingkat Pendidikan yang memoderasi pengaruh Literasi
Perpajakan pada Moralitas Pajak dimana pengaruh signifikannya bersifat negatif.
Oleh karena itu, dari enam hipotesis yang diajukan terdapat empat hipotesis yang

diterima.

Pengaruh keadilan pajak terhadap moralitas pajak dapat dijelaskan melalui
Theory of Attitude and Behavior. Ketika wajib pajak merasa sistem perpajakan
adil—tidak diskriminatif dan proporsional—muncul keinginan individu untuk
menaati aturan pemerintah dalam membayar pajak. Keadilan menciptakan
dorongan psikologis untuk bertindak jujur dan memperkuat nilai tanggung jawab.
Selain itu, keadilan meningkatkan kepercayaan terhadap institusi pemerintah, yang
berfungsi sebagai norma sosial positif dan memperkuat kolektivitas kepatuhan.
Sebaliknya, ketidakadilan menimbulkan ketidakpercayaan, resistensi moral, dan

kecenderungan untuk menghindari pajak.

Sementara itu, kepuasan hidup berkontribusi pada peningkatan moralitas
pajak karena individu yang merasa sejahtera cenderung memandang pembayaran
pajak sebagai bentuk kontribusi sosial, bukan sekadar kewajiban hukum. Rasa puas
terhadap kualitas hidup memperkuat kepercayaan pada negara dan institusi
pengelola pajak. Individu yang merasa kehidupannya stabil lebih termotivasi untuk
memenuhi tanggung jawab sosialnya, termasuk dalam bentuk kepatuhan pajak.
Penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kepuasan hidup terhadap moral pajak

bersifat konsisten lintas usia, karena faktor usia tidak mengubah secara signifikan
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persepsi individu terhadap kesejahteraan atau komitmen moral. Maka dari itu, usia
tidak memoderasi hubungan ini. Namun, tingkat pendidikan memoderasi secara
positif pengaruh kepuasan hidup. Individu yang berpendidikan tinggi tidak hanya
lebih sadar akan hak dan kewajiban perpajakan, tetapi juga lebih mampu
menghubungkan kepuasan hidup dengan makna etis dari membayar pajak. Mereka
memiliki kerangka berpikir moral dan sosial yang lebih berkembang, sehingga
dorongan kepatuhan semakin kuat ketika merasa hidupnya memuaskan.

Selanjutnya, literasi pajak juga berpengaruh positif karena meningkatkan
pemahaman teknis dan etis wajib pajak. Individu yang paham fungsi pajak lebih
sadar akan dampaknya bagi masyarakat luas, sehingga lebih termotivasi secara
moral. Literasi pajak juga memperkuat efikasi diri dan persepsi kontrol atas
kewajiban. Namun demikian, tingkat pendidikan memoderasi secara negatif
pengaruh ini. Wajib pajak berpendidikan tinggi cenderung memiliki pemikiran
yang lebih kritis dan analitis terhadap sistem perpajakan. Mereka lebih sadar akan
celah hukum atau kelemahan kebijakan, yang berpotensi menurunkan motivasi
moral. Dalam konteks ini, literasi pajak justru bisa menjadi alat untuk

merasionalisasi penghindaran jika tidak dibarengi dengan internalisasi nilai etika.

4.4. Pembahasan

4.4.1. Keadilan Pajak Berpengaruh Positif pada Moralitas Pajak

Keadilan dalam sistem perpajakan memainkan peran penting dalam
membentuk moralitas pajak. Dalam konteks kepatuhan terhadap pajak, persepsi
tentang keadilan memiliki pengaruh besar terhadap ketiga komponen ini dan

meningkatkan motivasi internal wajib pajak untuk patuh.

Pandangan wajib pajak terhadap keadilan sistem pajak sangat terkait dengan
pertimbangan etika dan moral yang mendorong keputusan mereka untuk memenuhi
kewajiban perpajakan. Ketika individu merasa bahwa sistem pajak berjalan secara
adil dan tidak memihak, maka timbul dorongan psikologis untuk bertindak jujur
dan bertanggung jawab. Hal ini memperkuat motivasi intrinsik seseorang untuk
membayar pajak (Supriyati et al., 2024). Pendekatan ini sejalan dengan teori

fairness heuristic, yang menyatakan bahwa persepsi keadilan dapat memediasi
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hubungan antara berbagai faktor—termasuk teknologi dan kepatuhan pajak (Nasira
Perveen dan Ahmad, 2022). Dengan demikian, keadilan pajak bukan hanya
masalah administratif, tetapi juga aspek psikologis yang dapat memperkuat nilai-

nilai moral dalam diri individu.

Persepsi keadilan dalam perpajakan tidak hanya berdampak pada
kepatuhan, tetapi juga membentuk tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
institusi pemerintah. Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem pajak sangat
memengaruhi tingkat kepercayaan mereka kepada pemerintah. Kepercayaan ini
selanjutnya berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan (Anisykurlillah et al.,
2024).

Persepsi keadilan tidak hanya membentuk sikap individu terhadap pajak,
tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat (Puklavec
et al., 2025). Dengan kata lain, masyarakat yang merasa bahwa sistem perpajakan
adil cenderung mendorong sesama warga untuk berperilaku serupa. Hal ini
memperkuat semangat kolektif untuk patuh pajak. Keadilan yang dirasakan
masyarakat dapat menjadi faktor mediasi yang memperkuat hubungan antara norma
sosial dan kepatuhan terhadap pajak (Bakar et al., 2022). Oleh karena itu, penting
bagi otoritas pajak untuk merancang kebijakan yang tidak hanya teknis tetapi juga
memperhatikan keadilan sosial.

Di sisi lain, apabila masyarakat menilai sistem perpajakan tidak adil atau
tidak proporsional, maka kepatuhan cenderung menurun. Ketidakadilan yang
dirasakan dapat memunculkan ketidakpercayaan dan bahkan ketidakpatuhan
seperti penghindaran atau penggelapan pajak. Mpofu et al., (2021) menyatakan
bahwa ketidakadilan dalam distribusi pajak, serta kurangnya transparansi dan
akuntabilitas pemerintah, akan menurunkan moral pajak masyarakat. Dalam
kondisi seperti ini, warga cenderung menjauhi sistem yang mereka anggap
merugikan atau tidak adil. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengembangkan sistem
perpajakan yang mengutamakan keadilan dan keterbukaan sebagai strategi untuk
meningkatkan kepatuhan pajak dan menurunkan resistensi moral masyarakat

terhadap kewajiban tersebut.
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Moralitas pajak berakar dari kontrak sosial antara warga negara dan
pemerintah. Dalam kontrak ini, kepercayaan dan keadilan menjadi pilar utama yang
membentuk hubungan timbal balik. Wicaksono dan Sutopo menegaskan bahwa
motivasi untuk patuh pajak pada dasarnya bersumber dari dorongan internal yang
terikat dengan norma masyarakat, kepercayaan terhadap pemerintah, dan persepsi
tentang keadilan dalam sistem perpajakan (Wicaksono dan Sutopo, 2024). Hal ini
menciptakan efek lingkaran positif: semakin tinggi persepsi keadilan, semakin
tinggi moral pajak, yang pada akhirnya memperkuat tingkat kepatuhan. Demi
menjaga dan meningkatkan siklus tersebut, strategi komunikasi yang efektif dan
kebijakan yang transparan sangat dibutuhkan. Seperti dijelaskan oleh Hassan et al.,
(2021) , penyampaian informasi yang jelas tentang alokasi dan penggunaan pajak
dapat membentuk sikap positif serta meningkatkan persepsi bahwa sistem tersebut
dapat dikendalikan oleh warga. Rahman et al., (2024) juga menambahkan bahwa
penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang adil merupakan pendekatan yang
dapat mengubah persepsi wajib pajak dan meningkatkan moral pajak.

4.4.2. Kepuasan Hidup Berpengaruh Positif pada Moralitas Pajak

Kepuasan hidup merujuk pada penilaian menyeluruh individu terhadap
kualitas kehidupannya secara umum (Nadirov et al., 2021). Beberapa studi empiris
menunjukkan bahwa individu dengan tingkat kepuasan hidup yang tinggi
cenderung memandang pembayaran pajak bukan hanya sebagai kewajiban semata,
melainkan sebagai partisipasi aktif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
Dengan kata lain, mereka melihat pajak sebagai bentuk kontribusi sosial, yang

didasari oleh motivasi intrinsik untuk mengikuti aturan perpajakan.

Salah satu faktor penting yang menjembatani hubungan antara kepuasan
hidup dan moral pajak adalah kepercayaan terhadap institusi serta kepuasan dalam
aspek finansial. Ketika seseorang merasa puas dengan kehidupannya, biasanya ia
juga lebih percaya bahwa institusi pemerintah akan mengelola pajak secara efisien
dan tepat sasaran. Penelitian di Azerbaijan misalnya, menunjukkan adanya
hubungan positif yang signifikan antara kepuasan hidup dan moral pajak, dengan
kepercayaan terhadap lembaga pemerintah sebagai variabel mediasi (Nadirov et al.,

2021). Hal ini menegaskan bahwa meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga
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negara melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat memperkuat

kepatuhan pajak.

Selain itu, karakteristik demografis turut memengaruhi hubungan antara
kepatuhan pajak dan kepuasan hidup. Individu yang berasal dari latar belakang
sosial ekonomi yang stabil cenderung memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih
tinggi, dan hal ini berkorelasi positif dengan kesediaan mereka untuk patuh
terhadap kewajiban perpajakan (Aziz et al., 2022). Sebaliknya, ketidakpuasan
hidup akibat ketidakamanan ekonomi dapat menjadi faktor pemicu munculnya
perilaku penghindaran pajak atau bahkan penggelapan pajak (Anggraeni et al.,
2024). Oleh sebab itu, memperkuat ketahanan emosional dan keuangan warga
negara menjadi strategi penting dalam menciptakan lingkungan perpajakan yang
lebih patuh.

Moral pajak—yang mencerminkan motivasi intrinsik seseorang untuk
memenuhi kewajiban pajak—sangat terkait erat dengan tingkat kepuasan hidup.
Moral pajak merupakan bentuk komitmen psikologis seseorang terhadap tanggung
jawab kewarganegaraannya, yang dibentuk oleh nilai dan keyakinan pribadi
(Anggraeni et al., 2024). Ketika individu merasa puas dengan kehidupannya,
mereka cenderung memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan etika kontribusi
terhadap negara melalui pajak, yang pada akhirnya memperkuat perilaku kepatuhan
(Wibawa et al., 2024). Oleh karena itu, strategi yang bertujuan meningkatkan
kepuasan hidup masyarakat juga berpotensi besar dalam memperkuat moral pajak,
sebagaimana dibuktikan oleh berbagai penelitian (Asmoro et al., 2022), (Bakar et
al., 2022) dan (Nadirov et al., 2021). Temuan empiris juga menekankan bahwa
perilaku wajib pajak tidak hanya dibentuk oleh peraturan dan sanksi, tetapi juga
oleh perasaan keterikatan serta tingkat kepuasan individu terhadap hidupnya
(Luthfiana et al., 2023), (Masunga et al., 2021), dan (Solichin dan Astuti, 2021).
Sistem perpajakan yang memberikan kemudahan, komunikasi yang transparan,
serta menunjukkan manfaat nyata dari pembayaran pajak akan lebih mungkin
meningkatkan kepatuhan. Dalam hal ini, upaya untuk meningkatkan kepuasan
hidup masyarakat terbukti mampu memengaruhi persepsi dan tindakan mereka

terkait pajak secara positif. Hubungan antara kepuasan hidup, moral pajak, dan
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kepatuhan menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang bersifat integratif.
Melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat, pemerintah
dapat secara bersamaan memperkuat moral pajak dan mencapai tingkat kepatuhan

yang lebih optimal.
4.4.3. Literasi Perpajakan Berpengaruh Positif pada Moralitas Pajak

Literasi pajak memberi bekal pengetahuan yang memungkinkan individu
memahami sistem perpajakan dengan lebih baik, sehingga mereka merasa lebih
percaya diri dan memiliki kejelasan etika dalam melaksanakan kewajiban pajak.
Kombinasi antara pengetahuan dan kesadaran moral ini pada akhirnya
meningkatkan kesediaan untuk taat membayar pajak, sebagaimana dibuktikan
dalam berbagai penelitian (Luthfiana et al., 2023); (Markonah dan Manrejo, 2022)
dan (Susanto, 2024). Pengetahuan perpajakan yang baik secara langsung
memengaruhi sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Individu yang
memahami hak dan kewajiban perpajakannya cenderung memiliki sikap yang lebih
positif terhadap kepatuhan. Hasil riset menunjukkan bahwa edukasi perpajakan
yang efektif dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak dan membentuk sikap
positif terhadap kewajiban tersebut (Avita Anggraeni et al., 2024); (Susanto, 2024).
Selain itu, Susanto (2024) mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan pajak yang
baik, yang berkaitan erat dengan literasi pajak, turut berkontribusi dalam
meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, literasi pajak
membentuk persepsi bahwa membayar pajak bukan semata-mata transaksi
ekonomi, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial, yang kemudian
memperkuat moral pajak.

Literasi pajak membantu individu memahami ekspektasi sosial terkait
kepatuhan, sehingga mendorong mereka untuk bertindak secara etis. Ketika
individu melihat bahwa teman atau masyarakat di sekitarnya memiliki tingkat
kepatuhan yang tinggi, maka ini menjadi tekanan sosial yang positif, membangun
tanggung jawab kolektif terhadap pembayaran pajak (Anggraeni et al., 2024). Studi
lain juga menunjukkan bahwa norma sosial memiliki pengaruh kuat terhadap
perilaku kepatuhan pajak, dan hal ini semakin diperkuat oleh literasi yang memadai
(Hikmah et al., 2020); (Wibawa et al., 2024).
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Moral pajak sendiri diartikan sebagai keinginan seseorang untuk menaati
peraturan perpajakan, bukan karena paksaan hukum, melainkan karena kesadaran
pribadi. Mereka yang memahami fungsi pajak dalam pembangunan dan penyediaan
layanan publik lebih cenderung untuk taat sebagai bentuk kontribusi kepada negara.
Hassan et al. (2021) mencatat bahwa pertimbangan moral sangat berpengaruh
dalam mendorong kepatuhan sukarela. Literasi pajak membantu membangun
kerangka moral tersebut dengan menyampaikan konsekuensi dari penghindaran

pajak serta pentingnya peran pajak dalam kehidupan berdemokrasi.

Integrasi antara edukasi perpajakan dan nilai-nilai etika dalam program
literasi pajak terbukti memberikan hasil yang positif dalam mendorong perilaku
patuh. Zikrulloh (2024) menekankan bahwa pembelajaran perpajakan yang disusun
secara terstruktur dan berbasis nilai-nilai moral dapat menumbuhkan rasa hormat
terhadap kewajiban pajak. Dengan demikian, program edukasi tidak hanya berfokus
pada peningkatan pengetahuan teknis, tetapi juga harus menanamkan nilai-nilai etis
seperti partisipasi sosial dan tanggung jawab sebagai warga negara (I Nyoman Putra
Yasa et al., 2021). Studi-studi empiris juga mengonfirmasi bahwa sikap terhadap
pajak, norma subjektif, serta persepsi atas kendali perilaku memiliki korelasi yang
signifikan dengan niat untuk patuh, yang semuanya dipengaruhi oleh tingkat literasi
pajak (Mohamad et al., 2023); (Subandi dan Tjaraka, 2023). Oleh karena itu,
intervensi pendidikan harus dirancang untuk memperkuat pemahaman masyarakat

mengenai kewajiban pajak, sekaligus membangun fondasi moral yang kuat.

Penelitian lain menunjukkan bahwa tingkat literasi pajak yang berbeda pada
kelompok masyarakat tertentu menghasilkan variasi dalam moral pajak dan
kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi edukasi pajak harus disesuaikan
dengan kebutuhan spesifik dari masing-masing komunitas (Koerniawan, 2024);
(Markonah dan Manrejo, 2022). Program literasi yang ditargetkan ke kelompok
rentan atau kurang terlayani akan membantu menciptakan kepatuhan yang lebih
merata dan inklusif. Selain pendekatan tradisional, pemerintah dan lembaga terkait
juga disarankan untuk menciptakan media edukatif yang inovatif—seperti
kampanye sosial, media digital, serta lokakarya interaktif—yang menyentuh aspek
teknis sekaligus etika dalam perpajakan (Shaharuddin et al., 2023).
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4.4.4. Usia Tidak Memoderasi Pengaruh Kepuasan Hidup pada Moralitas
Pajak

Riset ini tidak berhasil membuktikan peran usia sebagai moderator dalam
pengaruh kepuasan hidup pada moralitas pajak. Dalam konteks moral pajak, sikap
individu terhadap kepatuhan pajak—yang terbentuk dari faktor sosial, emosi dan
konsekuensi yang ada. Meskipun kepuasan hidup berinteraksi dengan sikap ini,
berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kepuasan hidup terhadap moral
pajak cenderung konsisten di berbagai kelompok usia. Dengan kata lain, usia tidak
berperan sebagai variabel moderator dalam hubungan ini. Sebagai contoh, studi
Adhikara et al. (2022) bahwa persepsi atas kendali perilaku yang berakar dari
efikasi diri (self-efficacy) memiliki hubungan yang lebih kuat terhadap niat patuh
pajak dibandingkan dengan variabel usia. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh

kepuasan hidup terhadap moral pajak berjalan secara independen dari faktor usia.

Kepuasan hidup merupakan konstruk psikologis yang kompleks dan dipengaruhi
oleh berbagai aspek kehidupan seperti hubungan sosial, stabilitas ekonomi, serta
kesehatan fisik dan mental. Variasi dalam tingkat kepuasan hidup sering kali
berasal dari perubahan standar atau kriteria yang digunakan individu untuk menilai
kualitas hidupnya, dan bukan semata-mata dari pertambahan usia (Hartung et al.,
2021). Artinya, meskipun kondisi kehidupan seseorang berubah seiring
bertambahnya usia, hal ini tidak secara otomatis memengaruhi kapasitas
motivasional kepuasan hidup dalam mendorong kepatuhan pajak. Bahkan, individu
lanjut usia masih dapat menunjukkan ekspresi motivasional yang setara dengan
kelompok usia muda dalam hal moral pajak, jika tingkat kepuasan hidup mereka

tinggi.

Kepuasan hidup juga tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu variabel tunggal
seperti usia, karena ia terbentuk dari interaksi kompleks berbagai faktor psikologis
dan social (Wu et al., 2024). Oleh karena itu, tidak tepat jika mengasumsikan bahwa
pengaruh kepuasan hidup terhadap moral pajak berbeda berdasarkan usia.
Kompleksitas ini menjelaskan mengapa kepuasan hidup cenderung memberikan
dampak yang seragam terhadap moral pajak di semua kelompok umur. Teori sikap

dan perilaku juga menekankan pentingnya konteks dalam membentuk perilaku
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individu. Meski benar bahwa pertambahan usia sering dikaitkan dengan perubahan
peran sosial dan tanggung jawab, seperti menjadi kepala keluarga atau pensiunan,
perubahan tersebut tidak selalu mengubah penilaian kognitif terhadap kewajiban
pajak. Sebagai contoh, individu yang lebih tua mungkin memiliki kesadaran
keuangan yang lebih tinggi atau rasa tanggung jawab sipil yang lebih kuat. Namun,
hal tersebut tidak berarti bahwa usia menjadi faktor yang memoderasi pengaruh
kepuasan hidup terhadap moral pajak. Sebaliknya, baik kesadaran sipil maupun
kepuasan hidup mencerminkan proses psikologis dan sosial yang berjalan konsisten
di lintas usia (Pirzadeh et al., 2022).

Tambahan lagi, peran dukungan keluarga, seperti kehadiran anak, terbukti
meningkatkan kepuasan hidup individu lanjut usia tanpa menunjukkan bahwa usia
secara langsung memoderasi hubungan tersebut (Peng, 2022). Dengan kata lain,
hubungan antara dukungan sosial dan kepuasan hidup tetap stabil, memperkuat
anggapan bahwa usia bukanlah faktor penentu dalam pengaruh kepuasan hidup
terhadap moral pajak. Selanjutnya, kepribadian sebagai faktor psikologis yang lebih
stabil dan tidak mudah berubah seiring usia juga berkaitan erat dengan kepuasan
hidup. Karakteristik kepribadian, seperti keterbukaan, stabilitas emosional, dan
tanggung jawab, memiliki korelasi yang konsisten terhadap kepuasan hidup pada
semua kelompok umur (Hartung et al., 2021), Peran kepribadian ini memperkuat
pendapat bahwa usia tidak memiliki peran signifikan dalam memoderasi hubungan

antara kepuasan hidup dan moral pajak.

4.4.5. Tingkat Pendidikan Memoderasi Positif Pengaruh Kepuasan Hidup
pada Moralitas Pajak

Literatur terkini menunjukkan adanya korelasi positif antara tingkat
pendidikan dan moral pajak. Wajib pajak yang memiliki latar belakang pendidikan
yang lebih tinggi umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi
perpajakan dan kesadaran yang lebih kuat atas tanggung jawab sipil mereka. Hal
ini pada gilirannya mendorong terbentuknya moral pajak yang lebih tinggi
(Ntiamoah et al., 2023). Temuan lain juga menunjukkan bahwa pendidikan

menengah dan tinggi memiliki dampak positif terhadap moral pajak individu,
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menggarisbawahi peran signifikan pendidikan dalam membentuk sikap moral

terhadap kepatuhan pajak (Kumi dan Kwasi Bannor, 2023).

Selain itu, studi Nadirov et al. (2021) mengemukakan bahwa kepuasan
hidup juga berkontribusi terhadap peningkatan moral pajak. Individu dengan
tingkat kepuasan hidup yang tinggi cenderung menunjukkan perilaku patuh pajak
yang lebih baik karena mereka menganggap kepatuhan sebagai bagian dari
komitmen etis yang lebih luas terhadap masyarakat. Interaksi antara pendidikan dan

kepuasan hidup memperlihatkan kompleksitas tambahan.

Hubungan antara pendidikan dan moral pajak tidak selalu bersifat linear
dalam semua konteks ekonomi. Dalam ekonomi digital seperti gig economy,
(Fadzil dan Azmi, 2021) menemukan bahwa individu dengan pendidikan tinggi
dapat menunjukkan sikap yang lebih kritis terhadap kebijakan pajak. Hal ini
disebabkan oleh kesadaran yang lebih tinggi terhadap peluang penghindaran pajak,
sehingga pendidikan dapat pula menimbulkan sikap skeptis terhadap sistem pajak,
bukan hanya meningkatkan kepatuhan. Hal serupa diungkapkan oleh (Surugiu et
al., 2024) yang menyatakan bahwa meskipun individu terdidik umumnya lebih
patuh, mereka juga memiliki kapasitas kritis yang lebih besar yang dapat membuka
ruang untuk penghindaran. Oleh karena itu, dampak pendidikan terhadap moral
pajak bersifat ambivalen: di satu sisi mendorong kepatuhan, di sisi lain bisa

memunculkan resistensi berdasarkan penilaian Kritis.

Mediating factor lainnya dalam hubungan antara pendidikan dan moral
pajak adalah kepercayaan terhadap institusi. (Nadirov et al., 2021) menyatakan
bahwa kepuasan hidup dapat meningkatkan kepercayaan terhadap institusi
pemerintah, yang merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk moral
pajak. Individu yang memperoleh pendidikan formal umumnya memiliki tingkat
kepercayaan institusional yang lebih tinggi. Jika pengalaman pendidikan
berkontribusi positif terhadap kepuasan hidup, maka hal ini akan memperkuat
kepercayaan pada otoritas pajak dan mendorong perilaku patuh. Sebaliknya, jika
hasil pendidikan tidak menghasilkan kepuasan hidup yang diharapkan, maka
individu bisa mengalami penurunan kepercayaan terhadap institusi, yang

berdampak negatif pada moral pajak.
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Pendidikan etika memiliki dimensi etis yang penting, yang jika
diintegrasikan dalam kurikulum pelatihan pajak, dapat memberikan dampak
signifikan terhadap perilaku kepatuhan. Yasa et al. (2021) mengusulkan pentingnya
integrasi pendidikan etika dalam pembelajaran perpajakan. Mereka menyatakan
bahwa pendidikan etika dapat meningkatkan sensitivitas moral mahasiswa, yang
pada akhirnya akan memperkuat perilaku patuh pajak. Dengan menggabungkan
pemahaman teknis dan nilai etika, program pendidikan dapat menciptakan

kerangka moral yang kuat bagi para wajib pajak masa depan.

4.4.6. Tingkat Pendidikan Memoderasi Negatif Pengaruh Literasi Perpajakan
pada Moralitas Pajak

Temuan di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara
tingkat pendidikan dan moral pajak merupakan persoalan yang kompleks dan
berpotensi memiliki dampak negatif. Fadzil dan Azmi (2021) menunjukkan bahwa
individu dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung memiliki pandangan yang
lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah dan lebih menyadari peluang
penghindaran pajak. Sikap kritis ini dapat mengurangi moral pajak karena individu
terdidik mulai memandang sistem pajak bukan semata sebagai kewajiban,
melainkan sebagai ruang tawar atas kontribusi mereka kepada negara. Pandangan
ini sejalan dengan temuan Kustiawan et al., yang menyebut bahwa semakin tinggi
pendidikan seseorang, semakin besar pula kesadaran mereka terhadap celah hukum
dalam sistem perpajakan, yang dapat menimbulkan ambivalensi terhadap
kepatuhan (Fadzil dan Azmi, 2021).

Di sisi lain, literasi pajak dianggap sebagai komponen penting dalam
meningkatkan moral pajak, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang
pendidikan rendah. Formanova et al. (2021) menekankan bahwa peningkatan
pemahaman pajak berkontribusi dalam mengurangi tindakan penghindaran pajak,
menunjukkan bahwa siswa yang memiliki literasi pajak yang baik cenderung
menunjukkan moral pajak yang lebih tinggi. Namun, dalam konteks pendidikan
tinggi, pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem perpajakan justru dapat
menggeser fokus dari kewajiban moral menjadi pemanfaatan celah yang ada. Hal
ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar
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kemungkinan individu merasa memiliki hak istimewa atas kontribusinya, yang

pada akhirnya dapat melemahkan komitmen moral terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian Davidescu et al.(2022) menunjukkan bahwa religiusitas memiliki
korelasi positif terhadap moral pajak, yang berarti bahwa landasan etika yang kuat
dapat meningkatkan kepatuhan. Namun, individu dengan latar belakang pendidikan
tinggi justru cenderung mengedepankan kepentingan pribadi dibandingkan nilai-
nilai kolektif. Hal ini memperkuat argumen bahwa literasi pajak yang tinggi, jika
tidak diimbangi dengan kesadaran etis, bisa kehilangan efektivitasnya karena
tereduksi oleh cara pandang utilitarian terhadap kepatuhan. Selanjutnya, (Kumi dan
Kwasi Bannor, 2023) menggarisbawahi bahwa faktor struktural seperti usia dan
kondisi sosial juga berperan dalam membentuk kompleksitas moral pajak. Pada
generasi muda yang mendapat pendidikan dengan penekanan pada literasi pajak,
terdapat kecenderungan untuk memandang kewajiban pajak sebagai hal yang
bersifat opsional, bukan sebagai kewajiban mutlak. Ketika individu muda yang
terdidik merasa sistem pajak tidak adil, mereka mungkin tidak tergerak oleh norma
sosial untuk patuh, melainkan melakukan evaluasi kritis yang melemahkan efek

positif literasi pajak terhadap moral pajak.

Menariknya, dalam masyarakat yang mengedepankan pendidikan pajak di
tingkat dasar dan menengah, seperti dijelaskan oleh Ntiamoah et al. (2023), moral
pajak justru meningkat bahkan di kalangan yang tidak menyelesaikan pendidikan
tinggi. Ini menunjukkan bahwa bukan sekadar tingkat pendidikan yang penting,
melainkan juga konten dan pendekatan pendidikan itu sendiri. Pendidikan yang
terlalu teknis tanpa dimensi etika dapat menimbulkan skeptisisme terhadap sistem
pajak, terutama di kalangan individu terdidik yang lebih sadar terhadap kelemahan

sistem.

Kompleksitas hubungan ini juga dijelaskan melalui slippery slope
framework oleh Anisykurlillah et al. (2024) yang menekankan bahwa moral pajak
dibentuk oleh faktor eksternal seperti persepsi otoritas dan tanggung jawab
individu. Bagi individu dengan pendidikan tinggi, walaupun mereka memahami
sistem perpajakan secara teknis, rasa tanggung jawab moral terhadap kepatuhan

bisa melemah jika mereka merasa lebih mampu "menavigasi” sistem tersebut.
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Perasaan efikasi yang tinggi dapat menyebabkan jarak emosional terhadap

kewajiban pajak dan menurunkan rasa keharusan moral

Dalam konteks pendidikan pajak, Manolakou (2024) menekankan
pentingnya memberikan literasi pajak sejak dini. Paparan awal terhadap
pengetahuan perpajakan dapat membentuk kesadaran etis dan kewajiban sipil pada
usia muda. Namun, tantangan utama muncul ketika mencoba menanamkan nilai-
nilai moral ini pada individu yang sudah menempuh pendidikan tinggi dan mungkin
telah memiliki pandangan pragmatis terhadap pajak. Meskipun literasi pajak
memainkan peran penting dalam meningkatkan keterlibatan dan kepatuhan
terhadap pajak, tingkat pendidikan yang tinggi dapat memoderasi secara negatif
pengaruh tersebut. Pandangan kritis, sikap individualistik, dan rasa efikasi yang
tinggi di kalangan individu terdidik bisa mengurangi efektivitas literasi pajak dalam
membentuk moral pajak. Oleh karena itu, strategi pendidikan yang komprehensif,
yang memadukan pemahaman teknis dan perspektif etis, menjadi penting untuk
membentuk sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan di berbagai kelompok

masyarakat.
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BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Terdapat enam kesimpulan yang dapat dibuat dari hasil penelitian guna

menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian:

1. Keadilan pajak berdampak positif untuk meningkatkan moralitas pajak
dengan nilai koefisien pengaruh sebesar 0,070. Hal ini menunjukkan bahwa
persepsi wajib pajak terhadap sistem pajak yang adil dapat menumbuhkan
rasa tanggung jawab dan kepercayaan pada institusi negara. Ketika pajak
dianggap proporsional dan tidak diskriminatif, maka individu cenderung
lebih patuh secara sukarela. Keadilan dalam kebijakan pajak memperkuat
nilai-nilai moral yang mendasari kepatuhan.

2. Kepuasan hidup berdampak positif untuk meningkatkan moralitas pajak
dengan nilai koefisien pengaruh sebesar 0,531. Angka ini menunjukkan
bahwa kondisi kesejahteraan pribadi sangat berpengaruh terhadap motivasi
etis seseorang dalam menjalankan kewajiban pajak. Individu yang puas
dengan kehidupannya cenderung memandang pajak sebagai kontribusi
sosial, bukan beban. Kepuasan hidup juga memperkuat kepercayaan
terhadap negara, yang menjadi fondasi moralitas pajak.

3. Literasi perpajakan berdampak positif pada moralitas pajak dengan
koefisien pengaruh sebesar 0,188. Pemahaman yang baik tentang hak dan
kewajiban pajak meningkatkan kesadaran etis untuk patuh secara sukarela.
Literasi pajak membantu membangun persepsi bahwa pajak adalah
tanggung jawab sosial, bukan semata-mata kewajiban hukum. Oleh karena
itu, edukasi perpajakan menjadi instrumen penting dalam membentuk
moralitas wajib pajak.

4. Usia tidak bisa memoderasi pengaruh kepuasan hidup pada moralitas pajak
dengan nilai koefisien sebesar 0,005. Artinya, pengaruh kepuasan hidup
terhadap moral pajak konsisten di berbagai kelompok umur. Faktor

psikologis seperti kepuasan hidup lebih dominan dibanding variabel
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demografis seperti usia. Oleh karena itu, strategi peningkatan moral pajak
sebaiknya fokus pada kesejahteraan, bukan pada segmentasi usia.

5. Tingkat pendidikan memperkuat pengaruh kepuasan hidup pada moralitas
pajak dengan nilai koefisien pengaruh sebesar 0,064. Wajib pajak yang
berpendidikan tinggi memiliki kesadaran etis dan pemahaman konseptual
yang lebih baik mengenai kontribusi melalui pajak. Kombinasi antara
kepuasan hidup dan pendidikan meningkatkan kemampuan reflektif
terhadap tanggung jawab sosial. Hal ini menjadikan pendidikan sebagai
faktor penguat dalam pembentukan moral pajak.

6. Tingkat pendidikan justru menurunkan pengaruh literasi perpajakan pada
moralitas pajak dengan nilai koefisien pengaruh sebesar -0,148. Individu
dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki pandangan kritis terhadap
sistem perpajakan dan lebih sadar terhadap celah hukum yang ada. Hal ini
dapat menyebabkan literasi pajak dimaknai secara teknis semata, bukan
sebagai landasan moral. Oleh karena itu, literasi perlu dikombinasikan
dengan pendidikan etika agar tetap efektif dalam membangun moralitas

pajak.

5.2. Implikasi Penelitian

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi
dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Pemerintah dapat
meningkatkan keadilan dalam sistem pajak, meningkatkan literasi masyarakat
mengenai pajak melalui sosialisasi maupun membagikan soft konten mengenai
literasi perpajakan di media sosial. Pemerintah juga dapat mendorong
kesejahteraan Masyarakat agar masyarakat dapat dengan sukarela berkontribusi
dalam membayar pajak.

2. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu
terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi moralitas pajak. Penelitian ini
memberikan informasi tentang referensi dan literatur untuk penelitian lebih
lanjut, terutama faktor yang mempengaruhi meningkatnya moralitas pajak

dalam arah yang positif.
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5.3.Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini juga mengalami keterbatasan dalam hal representasi responden

berdasarkan usia, khususnya dari kelompok usia 41 tahun ke atas yang

jumlahnya relatif sedikit. Padahal, kelompok usia tersebut berpotensi memiliki

kontribusi signifikan dalam total pembayaran pajak, sehingga kurangnya

keterwakilan mereka dapat membatasi generalisasi temuan. Oleh karena itu,

hasil yang diperoleh mungkin belum sepenuhnya mencerminkan perspektif dari

kelompok usia yang lebih senior.

2. Penelitian ini juga memiliki kendala dalam penyebaran kuisioner dimana

domisili responden belum merata karena masih banyak provinsi di Indonesia

yang belum dijangkau oleh peneliti.

5.4. Saran

Berkenaan dengan temuan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat
diberikan:

1.

Meningkatkan Rasa Keadilan dalam Sistem Perpajakan. Pemerintah perlu
terus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta pemerataan dalam
kebijakan perpajakan untuk membangun persepsi keadilan di mata wajib
pajak. Upaya ini penting mengingat keadilan pajak berkontribusi positif
terhadap moralitas pajak, meskipun pengaruhnya relatif kecil.

Mendorong Kesejahteraan Masyarakat sebagai Strategi Kepatuhan Pajak.
Saran ini diberikan karena kepuasan hidup terbukti memiliki pengaruh
paling besar terhadap moral pajak, kebijakan yang meningkatkan kualitas
hidup warga—seperti layanan publik yang lebih baik, stabilitas ekonomi,
dan jaminan sosial—dapat secara tidak langsung meningkatkan kepatuhan
terhadap pajak.

Meningkatkan Literasi Pajak dengan Penekanan pada Nilai Etika. Program
edukasi perpajakan perlu diperluas, khususnya untuk masyarakat dengan
tingkat pendidikan menengah ke bawah, dengan penekanan tidak hanya
pada pengetahuan teknis tetapi juga tanggung jawab moral sebagai warga

negara.
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4.

Mendesain Kebijakan Pajak yang Inklusif terhadap Semua Kelompok Usia.
Karena usia tidak terbukti memoderasi pengaruh kepuasan hidup terhadap
moralitas pajak, program atau kampanye pajak hendaknya bersifat inklusif
dan tidak hanya menargetkan kelompok usia tertentu. Fokus utama tetap
pada aspek psikologis dan sosial yang berkontribusi pada kepatuhan.
Mengintegrasikan Pendidikan Moral dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi.
Diperlukan pendekatan pendidikan yang menyelaraskan pencapaian
akademik dengan pembentukan karakter. Ini penting karena pendidikan
tinggi memperkuat pengaruh kepuasan hidup terhadap moral pajak, dan
dengan penguatan nilai-nilai etis, dampaknya bisa lebih optimal.
Mengkritisi Pendekatan Literasi Pajak di Kalangan Terpelajar. Pendidikan
tinggi justru menurunkan pengaruh literasi pajak terhadap moralitas pajak,
perlu ada penyesuaian dalam pendekatan edukasi pajak untuk kalangan ini.
Integrasi isu etika, tanggung jawab sosial, dan kepercayaan terhadap
institusi negara harus diperkuat dalam materi pendidikan perpajakan tingkat

lanjutan.
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PENGARUH KEADILAN, LITERASI DAN KEPUASAN HIDUP
TERHADAP MORALITAS PAJAK

Assalamu'alaikum Wr. Whb.

Dengan hormat,

Perkenalkan saya Nur Safriani A'lam mahasiswa Program Studi Magister
Akuntansi (MAKSI), Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indoesia

Yogyakarta.

Sehubungan dengan kewajiban menyelesaikan tugas akhir (thesis) sebagai
mahasiswa Magister Akuntansi, Universitas Islam Indonesia. Saya memohon
dengan kelemahan hati kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk bersedia menjadi
responden penelitian yang berjudul "Pengaruh Keadilan, Literasi dan Kepuasan
Hidup Terhadap Moralitas Pajak".

Adapun kualifikasi responden yang dibutuhkan, yaitu :

1. Terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP)

2. Berusia 20 - 60 tahun

3. Tingkat pendidikan SMA - S3

Pengisian jawaban dilakukan dengan mengikuti petunjuk yang diberikan pada

kuisioner.

Atas berkenan Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terimakasih.
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Jika ada pertanyaan atau memerlukan informasi terkait kuisioner ini silahkan

menghubungi melalui email : 22919019@students.uii.ac.id

Terimakasih atas perhatian dan bantuannya. Semoga sehat selalu dan dimudahkan

segala urusannya.

Best regards,

Nur Safriani A'lam

Menyetujuli,

Dosen Pembimbing,

Yuni Nustini, Dra., MAFIS., Ak., CA., Ph.D.

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama Responden (boleh tidak diisi)
2. Nama Responden (boleh tidak diisi)

e Aceh

66



Sumatera Utara
Sumatera Selatan
Sumatera Barat
Bengkulu

Riau

Kepulauan Riau
Jambi

Lampung

Bangka Belitung

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

DKI Jakarta
Banten

Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Sulawesi Utara



Gorontalo

Sulawesi Tengah

Sulawesi Barat

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

Papua Tengah

Papua Pegunungan

Papua Selatan

Papua Barat Daya

Pekerjaan Responden:
o Pelajar
e Mahasiswa
e Pegawai Swasta
e Wiraswasta
e Profesional
e PNS/TNI/POLRI
e BUMN
e Honorer

e Dan Lain-lain

68



4. Jenis kelamin Responden:
e Pria
e Wanita
5. Nomor Telepon/HP
6. Usia Responden
e 20-30 tahun
e 31-40 tahun
e 41-50 tahun
e 51-60 tahun
7. Tingkat Pendidikan

e SMA
e Sarjana atau S1
e Magister atau S2

e Doktor atau S3

PETUNJUK PENGISIAN

Pernyatan dan pertanyaan berikut ini merupakan faktor-faktor yang yang dapat
mengukur Pengaruh Keadilan, Literasi dan Kepuasan Hidup Terhadap Moralitas Pajak .
Tentukan SATU alternatif PERSETUJUAN atas setiap pernyataan dalam daftar berikut,
yang merupakan pilihan paling sesuai bagi Bapak/Ibu/Saudara/i. Tidak ada pilihan
jawaban yang benar maupun salah.

Keterangan Skor Pilihan Jawaban:

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Kurang Setuju

4 = Cukup Setuju

5 = Setuju

6 = Sangat Setuju
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Moralitas Pajak

No

Keputusan berdonasi

STS

TS

KS

CS

SS

Saya tidak melaporkan transaksi
perdagangan barang dan jasa dengan
teman dan tetangga pada SPT saya

Saya melaporkan pendapatan utama
sepenuhnya tetapi tidak termasuk
pendapatan kecil lainya dalam form
pajak

Dibayar tunai dalam pekerjaan
namun tidak melaporkanya dalam
form pajak

Saya tidak melaporkan beberapa
penghasilan dari investasi atau bunga
karena pemerintah tidak akan dapat
mengetahui

Saya akan curang dalam perpajakan
apabila terdapat kesempatan

Keadilan Pajak

No

Keputusan berdonasi

STS

TS

KS

CS

SS

Saya berpendapat bahwa Wajib Pajak
(WP) yang berada dalam kondisi
ekonomi yang sama akan dikenakan
pajak yang sama

Undang-undang pajak yang berlaku
sekarang sudah adil sesuai dengan
tingakatan pendapatan Wajib Pajak
(WP)
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Saya berpenapat pajak yang dibayar
sudah sebanding dengan manfaat
yang diterima

Saya berpendapat bahwa setiap jenis
pajak yang dibayar kan sudah sesuai
dengan kemampuan wajib pajak
untuk membayar

Jika terlambat setor dan lapor pajak,
saya akan dikenai denda oleh fiskus
begitu juga Wajib Pajak (WP)
lainnya

Literasi Pajak

No

Keputusan berdonasi

STS

TS

KS

CS

SS

Saya mengetahui fungsi dan manfaat
pajak yang digunakan untuk
membiayai pembanhinan negara dan
sarana umum bagi masyarakat

Jika saya memahami perpajakan,
akan sangat mudah dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan

Pajak bersifat memaksa, sehingga
jika terjadi pelanggaran atau
melalaikan kewajiban perpajakan-nya
akan dikenakan sanksi

Pajak terutang yang tidak dibayar
saat jatuh tempo akan dikenakan
sanksi denda dan sanksi pidana

Saya mengetahui sistem perpajakan
yang digunakan saat ini (menghitung,
memperhitungkan, membayar dan
melaporkan sendiri)
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Kepuasan Hidup

No | Keputusan berdonasi STS TS KS CS SS
1 Pada sebagian besar aspek, hidup

saya telah mendekati ideal.
2 Kondisi yang ada dalam hidup saya

telah sangat baik
3 Saya merasa puas dengan hidup saya
4 Sejauh ini, saya telah mendapatkan

hal-hal penting yang saya inginkan

dalam hidup saya
5 Bila saya dapat mengulang kembali

hidup saya, saya hampir tidak akan

mengubah apapun.

LAMPIRAN 2
PENGUJIAN DATA
Uji Validasi
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KP4

LP1

LP2

LP3

LPS

KH3

0.821

T
0768

€-07%

Keadilan Pajak

0070

Usia

0.686

0.757

0.835
%0838

40852
0.862

0.661

Literasi Perpajakan

Kepuasan Hidup

;(].148

"'0.064

Moralitas Pajak

Tingkat Pendidikan

MP4

MP5
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Uji Hipotesis (Bootstrapping)

KP4 Keadilan Pajak 2000 Usia
KPS
LP1
0.000
P2
¥~0.000
s 40000
0.000
P4 0.000

‘/ Literasi Perpajakan

LPS

KH1

‘\ 0,001
0.000 e
KH2 1
¥~0,000
ki  4-0.000
0.000
&
KH4 ‘/0'000 Kepuasan Hidup Tingkat Pendidikan
KH5

LAMPIRAN 3
HASIL Uji Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Hasil Outer Loadings
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Tingkat
Pendidikan  Tingkat
Usia x X Pendidikan
Kepuasan Kepuasan x Literasi
Y Z2/Z1 Hidup Hidup  Perpajakan

Kategori_Pendidikan

Kategori_Umur

LP1
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Tingkat Pendidikan
x Keadilan Pajak

Usia x Literasi
Perpajakan

Usia x Keadilan
Pajak

Tingkat Pendidikan
x Kepuasan Hidup

Usia x Kepuasan
Hidup

0.768

0.798

0.686

0.757

0.84

0.801

0.858

0.805

0.868
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Tingkat Pendidikan

X Literasi Perpajakan 1

Hasil Contruct Reability Dan Validity

Cronbach's Composite Composite| Average variance
alpha reliability (rho_a) reliability (rho_c)  extracted (AVE)

Keadilan
Pajak

Kepuasan

Hidup

Literasi
Perpajakan

Moralitas
Pajak

LAMPIRAN 4
Hasil Uji Evaluasi Model Struktural (Inner Model)
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Hasil Uji R-Square

R-square R-square adjusted

Moralitas Pajak
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